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DARI PENERBIT

Penerbitan buku Naskah Komprehensif Perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Latar
Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002 edisi
revisi yang terdiri atas 10 buku ini merupakan hasil kerjasama
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstituti
(MK) dan Forum Konstitusi (FK), sebuah perhimpunan yang
beranggotakan para perumus rancangan perubahan UUD 1945
(anggota Panitia Ad Hoc III/I Badan Pekerja MPR).

Buku edisi revisi ini diterbitkan dengan tujuan untuk men-
dokumentasikan proses perubahan UUD 1945 yang dilakukan
MPR pada 1999-2002. Isi buku ini secara komprehensif memuat
latar belakang, proses, dan hasil pembahasan dalam perubahan
UUD 1945 sejak Perubahan Pertama hingga Perubahan Keempat.
baru yang bersumber dari berbagai macam Risalah Rapat
MPR RI yang tidak terdapat pada buku edisi sebelumnya, di
antaranya Rapat Tim Kecil, Rapat Lobi, Rapat Tim Perumus,
Rapat Sinkronisasi, Rapat Finalisasi, Rapat Konsultasi, Rapat
Uji Sahih, Rapat Pre Review dan Rapat Review. Selain itu, pada
penerbitan edisi revisi ini, materi kutipan yang dicantumkan
merujuk kepada naskah otentik Risalah Perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun
Sidang 1999-2002 yang terdiri atas 17 jilid dan diterbitkan
Sekretariat Jenderal MPR RI pada 2008 dan 2009.

Penerbitan buku edisi revisi ini terutama dimaksudkan
untuk mendukung pelaksanaan tugas para hakim konstitusi
dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara mengingat
di dalam buku ini dapat diketahui maksud dan tujuan para
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perumus rancangan perubahan UUD 1945 (original intent)
sebagai salah satu metode penafsiran konstitusi. Hal ini sejalan
dengan salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga
negara pengawal konstitusi dan penafsir resmi konstitusi.

Selain itu, penerbitan buku edisi revisi ini juga diharapkan
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua
kalangan, khususnya bagi siapa saja yang melakukan pengkajian/
penelitian tentang perubahan konstitusi yang terjadi pada 1999-
2002. Oleh sebab itu, guna memperkaya isi buku edisi revisi
ini, juga dimuat sejarah perumusan dan perdebatan topik-
topik UUD 1945 sejak zaman Hindia Belanda, BPUPK, PPK]I,
Konstitusi RIS, UUDS 1950, Konstituante, hingga menjelang
datangnya era reformasi.

Untuk memudahkan dan mempercepat pembaca
memahami dan mendapatkan materi yang diinginkan, buku
edisi revisi ini tetap disusun dengan sistematika per topik UUD
1945. Lebih dari itu, penyusunan buku edisi revisi ini yang
melibatkan para perumus rancangan perubahan UUD 1945
(anggota PAH III/I BP MPR) sebagai narasumber memberikan
nilai kesahihan dan akuntabilitas yang tinggi.

Buku edisi revisi ini dapat terbit atas dukungan dan
kerja keras berbagai pihak. Untuk itu, atas nama penerbit,
kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Mahkamah
Konstitusi Bapak Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H.
yang senantiasa memberikan arahan dan dorongan dalam
penyelesaian program ini. Demikian juga ucapan terima kasih
kami sampaikan kepada para hakim konstitusi yang telah
memberikan dukungan dan perhatian sepenuhnya.

Kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan
setinggi-tinggnya kepada seluruh nara sumber yang tergabung
dalam FK yang telah terlibat secara intens dalam penyusunan
naskah. Untuk tim pelaksana yang telah bekerja keras dan
dengan tekun menulis naskah buku ini, kami sampaikan terima
kasih. Semoga semua kerja keras dan pengabdian itu menjadi
amal baik yang bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

viii Kekuasaan Pemerintahan Negara
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Akhir kata, semoga buku edisi revisi ini bermanfaat bagi
upaya kolektif kita menegakkan konstitusi dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara serta sekaligus mohon maaf apabila
masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penerbitan
ini.

Jakarta, 5 Juli 2010
Sekretaris Jenderal

Mahkamah Konstitusi,

N

“Unl

Janedjri M. Gaffar
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SAMBUTAN
FORUM KONSTITUSI

Puji syukur senantiasa kami ucapkan kepada Allah
Yang Maha Kuasa, atas petunjuk dan kekuatan yang
dianugerahkanNya, sehingga edisi revisi buku NASKAH
KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945: Latar Belakang,
Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, dapat diterbitkan
pada tahun 2010. Buku Naskah Komprehensif tersebut
merupakan hasil kerjasama antara Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan Forum Konstitusi serta
terdiri atas sepuluh buku yang masing-masing mengangkat
tema tertentu.

Penerbitan buku edisi revisi ini merupakan kelanjutan
dari buku NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002
yang diterbitkan pada 2008 lalu. Sebagai buku revisi, edisi kali
ini memuat perbaikan kutipan dan tambahan keterangan serta
tambahan naskah yang pada buku edisi sebelumnya tidak ada.
baru yang bersumber dari risalah berbagai macam Rapat MPR
RI yang tidak terdapat pada edisi sebelumnya, di antaranya
adalah Rapat Tim Kecil, Rapat Lobi, Rapat Tim Perumus,
Rapat Sinkronisasi, Rapat Finalisasi, Rapat Konsultasi, Rapat
Review dan Preview, juga yang berasal dari Kegiatan Uji Sahih.
Selain itu, pada penerbitan edisi revisi ini, materi kutipan yang
dicantumkan merujuk kepada naskah otentik Risalah Perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kekuasaan Pemerintahan Negara xi
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Tahun Sidang 1999-2002 yang terdiri atas tujuh belas jilid yang
diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI pada tahun 2008
dan tahun 2009.

Buku Naskah Komprehensif terbitan tahun 2008 disusun
atas dasar Risalah Rapat-rapat MPR yang meliputi Risalah
Rapat Paripurna MPR, Risalah Rapat Pleno Badan Pekerja MPR,
Risalah Rapat Pleno Panitia Ad Hoc, dan Risalah Rapat Pleno
Komisi. Risalah Rapat-rapat tersebut dibuat segera setelah setiap
rapat selesai dengan ketentuan bahwa apabila dalam waktu 3
X 24 jam tidak ada keberatan atau koreksi dari anggota MPR
maka Risalah tersebut dinyatakan sah. Risalah Rapat-rapat
tersebut dibuat dengan melakukan transkrip dari kaset rekaman
rapat-rapat, sehingga relatif lengkap dan otentik.

Pada 2007 Sekretariat Jenderal MPR RI bekerja sama
dengan Forum Konstitusi melakukan revisi atas Risalah
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, karena ternyata terdapat kekurangan kutipan
dari berbagai pihak, selain juga terdapat beberapa kesalahan
penulisan ungkapan bahasa asing, termasuk salah ketik.
Revisi tersebut dilakukan dengan cara memutar ulang seluruh
rekaman persidangan Rapat Perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada 1999-2002, yang
disesuaikan dengan transkrip yang telah dibuat sebelumnya.
Keterlibatan Forum Konstitusi dalam merevisi Buku Risalah
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 tersebut terutama dalam rangka menjaga
keotentikan risalah dimaksud.

Dalam melaksanakan revisi tersebut ditemukan beberapa
hambatan karena ternyata terdapat beberapa rekaman yang
tidak jelas suara rekamannya dan terdapat pula yang suaranya
sama sekali tidak terdengar, bahkan terdapat kaset rekaman
yang hilang. Dengan demikian dalam rangka revisi Buku Naskah
Komprehensif terbitan tahun 2008, apabila tidak ditemukan
sumber kutipan pada 17 buku Risalah Perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetapi
terdapat dalam buku Naskah Komprehensif terbitan tahun

xii Kekuasaan Pemerintahan Negara
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2008 maka kutipan tersebut tetap dimuat dengan bersumber
pada Risalah rapat yang bersangkutan.

Dalam buku ini diungkapkan perdebatan pemikiran
para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan tanggapan
masyarakat, pengamat, dan akademisi mengenai perubahan
Undang-Undang Dasar, baik melalui media massa, maupun
dalam seminar dan perbincangan akademik. Dari pengamatan
dan pengalaman kami selama ini selaku anggota PAH III
tahun 1999 dan/atau anggota PAH I tahun 2000 - 2002,
ternyata banyak aspek yang belum diketahui publik tentang
latar belakang, proses, serta mekanisme pembahasan dalam
perubahan UUD 1945 tahun 1999-2002, termasuk ruang lingkup
perdebatan dan kedalaman diskusi yang berkembang di Majelis
Permusyawaratan Rakyat. Melalui penyebaran informasi yang
meliputi segenap data dan fakta sekitar perubahan UUD 1945,
yang berlangsung dalam empat tahapan sejak tahun 1999 hingga
tahun 2002, diharapkan pemahaman masyarakat semakin
mendalam dan karena itu dapat mendorong keterlibatan
yang lebih luas dalam upaya menegakkan UUD 1945 dan
Pancasila.

Terbitnya buku ini merupakan wujud nyata pelaksanaan
Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
dan Forum Konstitusi yang antara lain adalah menerbitkan
tiga buku, yaitu tentang: Pelaksanaan Perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Naskah Komprehensif Risalah Perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan Konstitusi
Ditinjau dari Berbagai Aspek. Melalui Nota Kesepahaman
tersebut, Mahkamah Konstitusi dan Forum Konstitusi secara
nyata berikhtiar untuk mewujudkan kesadaran dan ketaatan
berkonstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi dan Forum Konstitusi menyadari sepenuhnya
bahwa betapa pentingnya untuk memahami apa maksud yang

Kekuasaan Pemerintahan Negara Xiii
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sesungguhnya di balik lahirnya pasal-pasal pada perubahan
Undang-Undang Dasar. Apalagi disadari pula bahwa sangat
sulit untuk membaca tumpukan risalah yang ribuan lembar
halamannya dengan pembahasan setiap pasal yang tersebar
di beberapa buku, karena risalah tersebut adalah himpunan
notulen dari seluruh rapat dalam rangka pembahasan
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Sebuah Undang-Undang Dasar tidak dapat dipahami
secara utuh hanya dengan membaca teks pasal-pasal yang
tertulis saja, akan tetapi perlu dipahami juga suasana kebatinan
(geistlichen hintergrund) dari berbagai peristiwa yang terjadi
ketika Undang-Undang Dasar atau perubahan itu terjadi, yang
meliputi segenap latar belakang lahirnya pasal-pasal, serta ruang
lingkup perdebatan ketika pasal itu dirumuskan. Ini menjadi
sangat penting ketika kita melakukan penafsiran konstitusi
agar konstitusi itu menjadi konstitusi yang hidup (living
constitution) dan berkembang dalam masyarakat dengan tetap
terjaga makna, maksud, dan tujuan setiap pasal dan ayatnya
(original intent). Dengan demikian interpretasi dan penafsiran
atas UUD 1945 mampu mewadahi dinamika masyarakat akan
tetapi tetap dalam koridor original intend-nya. Perubahan UUD
1945 sebagai konsekuensi dari dinamika masyarakat senantiasa
dimungkinkan, namun tetap harus melalui ketentuan Pasal
37 UUD 1945.

Forum Konstitusi adalah sebuah forum tempat
berkumpulnya para anggota Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja
MPR tahun 1999 dan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR,
periode 2000-2002, yang merancang perubahan UUD 1945
tahun 1999-2002. Forum ini bertujuan tercapainya kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sadar dan taat
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan
makmur yang diberkahi Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kegiatan
rutinnya, Forum Konstitusi mengamati dan mendiskusikan
setiap perkembangan implementasi konstitusi dalam kehidupan

Xiv Kekuasaan Pemerintahan Negara
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bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, melakukan sosialisasi
dan pemasyarakatan undang-undang dasar baik secara mandiri
maupun bekerja sama dengan lembaga Negara dan instansi
Pemerintah.

Bagi Forum Konstitusi, yang sebagian besar anggotanya
terlibat penuh dalam penyusunan buku ini sebagai narasumber,
penyusunan buku ini bagai memutar kembali setiap episode
perdebatan yang penuh dengan semangat kebersamaan dan
kekeluargaan yang dilandasi oleh kecintaan kepada bangsa dan
negara, walaupun kadang-kadang terjadi perdebatan sengit
ketika membahas pasal-pasal tertentu. Dengan demikian
bagi Forum Konstitusi penulisan ini merupakan penulisan
dokumentasi sejarah tentang perkembangan, kemajuan, dan
modernisasi sistem ketatanegaraan Indonesia dengan tetap
mempertahankan nilai-nlai luhur warisan founding fathers.
Harapan kami, buku ini, yang merupakan hasil kerja sama
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
dan Forum Konstitusi, akan bermanfaat bagi bangsa dan
negara serta generasi yang akan datang.

Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Mahkamah
Konstitusi dan para Hakim Konstitusi, Sekretaris Jenderal,
serta seluruh jajarannya atas kerjasama dalam menyusun dan
menerbitkan buku ini, serta kepada seluruh tim penulis yang
telah bekerja keras, meluangkan waktu dan pengorbanan
lainnya dalam menyusun buku ini.

Jakarta, 7 Juli 2010

gt —— .

Harun Kamil, S.H. Ahmad Zacky Siradj
Ketua Sekretaris
Kekuasaan Pemerintahan Negara XV
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U

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PENGANTAR
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
EDISI REVISI

Saya menyambut dengan gembira penerbitan Buku Naskah
Komprehensif Perubahan UUD 1945, Latar, Belakang,
Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Edisi Revisi ini.
Setidaknya terdapat dua alasan mengapa saya menyambut
gembira penerbitan buku ini.

Pertama, buku ini mampu memotret secara utuh dan
lengkap pembahasan perubahan UUD 1945 yang dilakukan
selama empat tahap perubahan sejak 1999 sampai dengan
2002. Sehingga dengan membaca buku ini, pembaca akan
segera dapat memahami suasana kebatinan yang menjadi latar
belakang filosofis, sosiologis, politis dan yuridis perumusan
butir-butir ketentuan dalam UUD.

Kedua, penerbitan buku ini melengkapi segenap ikhtiar
yang dilakukan bangsa ini dalam rangka mewujudkan supremasi
konstitusi. Supremasi konstitusi dapat terwujud manakala
masyarakat mendapatkan informasi yang cukup tentang
bagaimana mengenal, mengerti dan memahami konstitusi
sebelum kemudian sampai kepada fase implementasi nilai-
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nilai konstitusi ke dalam praktik kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.

Keistimewaan Buku

Pada 2008 lalu, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Buku Naskah
Komprehensif Perubahan UUD 1945, Latar, Belakang,
Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002. Sebagai sebuah
karya, buku tersebut secara substansial memiliki keistimewaan
tersendiri, yang menurut sepengetahuan saya, tidak dijumpai
pada buku-buku yang lain, bahkan buku yang juga membahas
perdebatan dalam perdebatan dan pembahasan perumusan
UuUD.

Buku tersebut menjadi sebuah karya yang sangat penting
dalam pendokumentasian sejarah konstitusi Indonesia.
Sebagaimana saya tuliskan di paragraf awal pengantar ini,
buku tersebut mampu memotret secara utuh dan lengkap
pembahasan perubahan UUD 1945 yang dilakukan selama empat
tahap perubahan sejak 1999 sampai dengan 2002. Buku tersebut
memberikan gambaran yang gamblang tentang mengapa,
bagaimana, dan untuk apa suatu butir ketentuan perubahan
dimasukkan ke dalam UUD 1945 hasil perubahan.

Sejauh yang saya tahu, penerbitan buku tersebut pada
awalnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kepentingan
internal Mahkamah Konstitusi yakni dalam memeriksa setiap
perkara yang diajukan sesuai kewenangan Mahkamah Konstitusi
sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945. Buku tersebut menjadi
semacam pegangan normatif para hakim konstitusi untuk
memahami secara tepat mengenai prinsip, ide, dan gagasan
serta spirit yang terkandung dalam UUD 1945 hasil perubahan
yang telah dilakukan pada 1999-2002.

Berkat keberadaan buku tersebut, para hakim konstitusi
tidak mengalami kesulitan untuk menangkap suasana kebatinan
yang muncul dalam dinamika yang terjadi selama proses
pembahasan perubahan konstitusi. Dengan demikian tidak
terdapat kesulitan pula untuk memahami esensi, makna dan
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manfaat dari adanya butir ketentuan-ketentuan baru dalam
UUD 194s5.

Gagasan Penerbitan Buku

Apabila dilakukan penelusuran, gagasan penerbitan
buku Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Latar,
Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002
pada dasarnya dilatarbelakangi oleh beberapa hal berikut.
Pertama, kelangkaan buku yang berisi tentang pembahasan
dan perdebatan secara komprehensif dalam rapat-rapat
atau sidang-sidang para pembentuk konstitusi. Kedua,
kebutuhan Mahkamah Konstitusi untuk memperoleh data dan
dokumen pembahasan perubahan UUD 1945 yang tersusun
secara sistematis dan komprehensif. Ketiga, kesadaran akan
pentingnya menyediakan informasi yang akurat dan sistematis
bagi para penyelenggara negara dan warga masyarakat untuk
memahami dan melaksanakan Konstitusi.

Terkait dengan kelangkaan buku, meskipun ada, tetapi
sangat jarang ditemui buku yang disusun untuk membahas dan
mengulas perdebatan dalam perumusan UUD. Sepengetahuan
saya, buku paling anyar yang mengulas perdebatan dalam
perumusan UUD adalah buku karya RM. A. B. Kusuma
berjudul Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, itupun
diterbitkan pada 2004 silam yang kemudian direvisi pada
2009. Setelah itu, hampir tidak dijumpai lagi buku sejenis
dengan judul-judul baru, sebelum kemudian Buku Naskah
Komprehensif Perubahan UUD 1945, Latar, Belakang,
Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002 diterbitkan.

Saya tidak mengetahui secara persis mengapa tidak banyak
orang atau pihak-pihak yang memiliki ketertarikan menulis
buku-buku jenis itu. Tetapi yang jelas, kelangkaan buku jenis itu
kurang menguntungkan bagi masyarakat untuk mendapatkan
bacaan-bacaan yang bermanfaat menambah wawasan dan
pemahaman mengenai latar belakang perumusan butir-butir
ketentuan dalam UUD.

Dalam perkembangannya, kelangkaan buku yang
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membahas dan mengulas perdebatan dalam perumusan
UUD juga dirasakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai
lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi. Meskipun
sebenarnya data dan dokumen pembahasan perubahan UUD
1945 sudah ada tetapi karena tidak tersusun secara sistematis
dan komprehensif, maka keadaan itu kurang menunjang
kelancaran fungsi Mahkamah Konstitusi. Bagi para hakim
konstitusi yang dituntut untuk memahami aspek original
intent perumusan butir-butir ketentuan UUD 1945 sebagai
salah satu metode penafsiran Konstitusi maka kehadiran buku
yang menyediakan informasi dan data secara sistematis dan
komprehensif mengenai perdebatan dalam perumusan UUD
akan bermanfaat dan banyak membantu.

Bagi para penyelenggara negara dan masyarakat, informasi
yang sistematis dan akurat juga merupakan sebuah keniscayaan.
Adalah sudah menjadi tugas dan tanggung jawab para
penyelenggara negara dan warga masyarakat dalam jabatan dan
pekerjaan apapun, untuk tunduk dan patuh kepada konstitusi.
Tunduk dan patuh dalam konteks ini tentu saja harus diartikan
dalam arti memahami dan melaksanakan konstitusi. Untuk
dapat mencapai tahap memahami dan melaksanakan konstitusi,
diperlukan informasi yang cukup mengenai konstitusi. Buku
yang secara sistematis memuat informasi akurat terkait dengan
landasan filosofis, sosiologis, politis dan historis perumusan
butir-butir ketentuan dalam UUD 1945 akan menjawab
kebutuhan tersebut.

Kesahihan Informasi

Kesahihan informasi yang disampaikan oleh Buku Naskah
Komprehensif Perubahan UUD 1945, Latar, Belakang,
Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002 tidak perlu
diragukan. Sebab, sumber utama penulisan buku tersebut
adalah risalah-risalah rapat Panitia Ad Hoc (PAH) III dan I
Badan Pekerja (BP) MPR serta sidang-sidang MPR selama
proses perubahan UUD 1945 sejak 1999-2002. Risalah adalah
dokumen tertulis yang menggambarkan secara apa adanya
mengenai suasana rapat dengan segala dinamikanya. Dalam
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hal ini, risalah-risalah yang dijadikan sumber adalah risalah-
risalah yang telah disusun dan diterbitkan secara resmi oleh
Sekretariat Jenderal MPR sehingga otensitasnya terjamin.

Namun demikian, untuk mencapai tingkat otensitas
dan kesahihan yang lebih tinggi lagi, proses penyusunan dan
penulisan buku tersebut dibantu oleh informasi yang didapatkan
dari narasumber. Narasumber di sini adalah mereka yang
terlibat langsung dalam proses perumusan perubahan UUD
1945. Oleh karena itu, sangat tepat langkah "menggandeng”
Forum Konstitusi (FK) sebagai narasumber sekaligus mitra
bestari (reviewer).

Sebagaimana diketahui, FK adalah wadah organisasi yang
menghimpun para anggota Panitia Ad Hoc (PAH) III/I Badan
Pekerja (BP) MPR yang dulu bertugas merancang perubahan
UUD 1945 pada 1999-2002. Keterlibatan FK sebagai narasumber
sekaligus mitra bestari (reviewer), dimaksudkan agar buku
ini memiliki tingkat otensitas dan kesahihan yang tinggi.
Bagaimanapun, dalam penulisan buku tersebut kedudukan
FK sangat strategis dan tidak tergantikan oleh pihak-pihak
lainnya. Sebab, dari FK didapatkan informasi “tangan pertama’,
yang jelas akan memberikan jaminan terhadap otensitas dan
kesahihan buku ini.

Penyempurnaan Buku

Dalam perkembangan berikutnya, ternyata Sekretariat
Jenderal MPR melakukan langkah-langkah penyempurnaan
terhadap risalah-risalah rapat Panitia Ad Hoc (PAH) III dan I
Badan Pekerja (BP) MPR serta sidang-sidang MPR selama proses
perubahan UUD 1945 sejak 1999-2002, yang telah diterbitkan
sebelumnya. Penyempurnaan risalah tersebut secara otomatis
mengakibatkan perubahan yang cukup signifikan terhadap isi
Buku Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Latar,
Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002 baik
pada kutipan maupun penambahan materi-materi yang lain.

Berdasarkan hal tersebut, maka revisi terhadap isi
buku tersebut adalah sebuah keniscayaan. Sebab, sebuah
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buku akan kehilangan atau setidaknya berkurang kadar
keotentikannya sebagai sumber informasi manakala sumber
utama penulisannya juga mengalami perubahan-perubahan.
Atas alasan tersebut, saya menyambut baik gagasan untuk
melakukan penyempurnaan Buku Naskah Komprehensif
Perubahan UUD 1945: Latar, Belakang, Proses dan Hasil
Pembahasan 1999-2002.

Setelah melewati proses pembahasan, revisi atau
penyempurnaan terhadap buku tersebut akhirnya dapat
diselesaikan. Selesainya rangkaian proses penyempurnaan Buku
Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945: Latar, Belakang,
Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002 tersebut ditandai
dengan diterbitkannya buku tersebut dalam edisi revisi.

Saya menghargai setiap langkah yang ditempuh dalam
proses penyempurnaan buku tersebut. Terlebih lagi, ketika
proses penyempurnaan buku tersebut masih berorientasi pada
otensitas dan kesahihan informasi. Guna menjamin hal tersebut,
selain mengacu pada risalah-risalah rapat Panitia Ad Hoc (PAH)
III dan I Badan Pekerja (BP) MPR serta sidang-sidang MPR
yang sudah disempurnakan oleh Sekretariat Jenderal MPR,
penyempurnaan buku ini juga dengan melibatkan kembali
FK sebagai narasumber. Dengan demikian, kehadiran buku
ini menjadi sangat signifikan untuk dikatakan sebagai hasil
sebuah proses revisi dan penyempurnaan.

Sebagaimana sudah saya kemukan di awal, sekali lagi,
saya menyambut baik dan gembira terhadap penerbitan
Buku Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, Latar,
Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Edisi
Revisi ini. Harapan saya sederhana dan tidak jauh berbeda
dengan harapan-harapan pada buku edisi sebelumnya, yaitu
agar kehadiran buku ini bermanfaat bagi banyak kalangan
dan semakin memperkaya khazanah sejarah ketatanegaraan
Indonesia, khususnya sejarah konstitusi.

Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada
FK yang ikut bekerja keras serta menyumbangkan waktu
dan pikiran dalam proses penyusunan buku edisi revisi ini.
Demikian juga, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh

xxii Kekuasaan Pemerintahan Negara

buku 4 jilid2 final.indd 22 9/24110 5:29:54 PM



NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UUD 1945 - BUKU IV JILID 2

tim pelaksana proses penyempurnaan buku yang telah dengan
cermat dan tekun turut menyumbangkan andil besar dalam
penulisan naskah buku ini.

Meskipun buku ini merupakan hasil proses revisi atau
penyempurnaan, akan tetapi bukan berarti buku ini akan tampil
dalam kondisi yang sempurna. Tidak ada di dunia ini yang dapat
tampil dengan sempurna, kecuali Sang Pemilik Kesempurnaan.
Untuk itu, saya menyadari bahwa meskipun telah diupayakan
untuk ditampilkan sebaik mungkin, akan tetapi buku ini
tetap masih mungkin menyimpan berbagai kekurangan di
antara kelebihan dan keunggulannya. Oleh karena ini, saya
mohon permakluman atas kekurangan-kekurangan yang masih
ada dalam buku edisi revisi ini. Selanjutnya, perbaikan dan
penyempurnaan lanjutan terhadap buku ini pada masa-masa
mendatang masih terbuka lebar untuk dilakukan.

Dengan diterbitkannya Buku Naskah Komprehensif
Perubahan UUD 1945, Latar, Belakang, Proses dan Hasil
Pembahasan 1999-2002 Edisi Revisi maka seluruh kalangan
masyarakat yang menginginkan dan membutuhkan pengetahuan
dan informasi dari buku ini, baik untuk kepentingan kegiatan
penyelenggaraan negara maupun untuk kepentingan ilmiah-
akademis, akan segera terpenuhi.

Semoga bersama dengan segenap pembacanya, buku
ini memiliki peran strategis untuk meretas sebuah jalan
baru menuju terwujudnya tatanan negara hukum yang
lebih demokratis, aman, damai, adil dan sejahtera. Selamat
membaca.

Jakarta, 7 Juli 2010

v

\1l~

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD
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BAB IV

PERUBAHAN UUD 1945 MENGENAI
KEMENTERIAN NEGARA

A. Pembahasan Pada Perubahan Pertama

Perdebatan mengenai perubahan Bab tentang Kementerian
Negara yang terdiri atas satu pasal, yakni Pasal 17 Undang-
Undang Dasar (UUD) 1945, dimulai sejak perubahan pertama
sampai perubahan ketiga. Pada perubahan pertama 1999,
pembicaraan tentang kementerian negara mulai muncul pada
Rapat Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat ke-2
(BP MPR), yang salah satu agendanya yakni pemandangan
umum fraksi tentang materi Sidang Umum (SU) MPR. Sidang
tersebut diselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 1999 yang
dipimpin oleh Ketua MPR, M. Amien Rais. Akan tetapi, tidak
semua fraksi meyinggung mengenai kementerian negara dalam
pemandangan umumnya. Tercatat hanya F-PDU dan F-PPP.

F-PDU dengan juru bicaranya, Asnawi Latief, menyatakan
sebagai berikut.

...kementerian negara itu harus kementerian baku. Jangan
menurut selera kepala negara yang dipilih. Hendaknya
menko-menko yang ada itu dihapus. Pengalaman kami
di luar negeri sulit secara protokoler. Menko itu perdana
menteri atau senior ministry itu juga nggak jelas, jadi
ma baina. Baina perdana menteri baina menteri, jadi
gimana itu dan kalau itu disejajarkan menteri menko kita
marah...2%

1263 Sekretariat Jenderal MPR RI, Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945: 1999-2002 Tahun Sidang 1999, (Jakarta: Sekretariat
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F-PPP melalui juru bicaranya, Lukman Hakim Saifuddin,
mengemukakan sebagai berikut.

...Beberapa hal perlu dibenahi dalam amendemen batang
tubuh Undang-Undang Dasar 1945 khususnya yang
mengatur tentang pemilu, Majelis Permusyawaratan
Rakyat, kekuasaan pemerintahan negara, kementerian
negara,.. 2%

Selanjutnya, pembahasan tentang materi kementerian
negara dibahas pada rapat-rapat Panitia Ad Hoc IIT (PAH III)
BP MPR. PAH III merupakan salah satu alat kelengkapan BP
MPR.

Pada Rapat PAH III BP MPR ke-1, 7 Oktober 1999, yang
dipimpin oleh Harun Kamil, dengan agenda pembahasan
perubahan UUD 1945 atau amendemen, para anggota PAH
III sudah menyinggung Pasal 17 tentang kementerian negara.

FKB dengan juru bicaranya, Khofifah Indar Parawansa
mengusulkan agar DPR dilibatkan dalam pengangkatan
dan pemberhentian menteri yang dilakukan oleh Presiden.
Selengkapnya usulan tersebut dan alasannya sebagai berikut.

..PKB menginginkan ada beberapa hal yang selama ini
menjadi kendala di dalam proses pemberdayaan DPR
kaitannya dengan pengawasan, dengan fungsi pengawasan
DPR. Para menteri sering kali ketika berhadapan dengan
DPR selalu kemudian dia mengatakan bahwa dia itu adalah
pembantu Presiden. Apakah para menteri yang akan datang
kita memposisikan sebagai pembantu Presiden? Karena
kalau dia pembantu, maka sesungguhnya dia tidak memiliki
kewenangan untuk memutuskan policy-policy strategis
sesuai dengan departemen yang dipimpinnya.

PKB mengusulkan bahwa struktur kabinet, personalia di
dalam mengangkat, membentuk, dan memberhentikan
itu, harus dengan pertimbangan DPR, sehingga tidak
bisa seperti sekarang banyak menteri kemudian karena
mau jadi Utusan Daerah kemudian mereka keluar dari
kabinet. Padahal ketika menjadi Utusan Daerah mereka
antara lain akan melakukan koreksi terhadap pidato
pertanggung-jawaban Presiden. Padahal, dia adalah bagian
yang terlibat di dalam proses pelaksanaan pemerintahan.

Jenderal MPR RI, 2008), him. 25.
1264 Ibjd., him. 26.
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Jadi, kemudian terhadap struktur kabinet, struktur kabinet
ini juga tidak bisa misalnya Presiden terpilih itu kemudian
apa, dengan berbagai macam kepentingan, membentuk
struktur kabinet, sehingga bentuk kabinet yang ramping,
yang sedang, atau yang gemuk itu oleh Presiden harus
dibentuk setelah mendapat pertimbangan dari DPR.
Dengan begitu, maka DPR akan bisa melakukan fungsi
kontrol yang lebih ketat. Karena setiap menteri yang akan
diusul yang akan diputuskan oleh Presiden menjabat satu
departemen tertentu dia harus melewati proses tertentu
setelah mendengar pertimbangan DPR. Dengan begitu,
ketika berhadapan dengan DPR, ada accountability yang
secara politis maupun secara moral itu memiliki daya ikat.
Dulu kentara sekali....

Keputusan ini akan sangat terkait dengan keputusan-
keputusan rapat kerja antara menteri dan DPR yang
tidak memiliki daya ikat. Jadi, ini akan sangat terkait
ketika keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat
kerja tidak memiliki daya ikat, maka kemudian apa yang
terjadi? Di dalam rapat kerja itu follow up- nya kita tidak
bisa menjamin...>2%

Anggota PAH III lainnya yang menyampaikan pendapat
mengenai Pasal 17 adalah Hendi Tjaswadi dari F-TNI/Polri.
Berikut ini pendapatnya.

...Kemudian Pasal 17 mengenai Kementerian Negara, Presiden
dibantu oleh menteri negara. Ini istilah kementerian
negara dan menteri negara, ini mohon disesuaikan.
Karena ini menyangkut departemen pemerintahan. Kita
bedakan antara negara dengan pemerintahan. Oleh karena
itu, perlu disesuaikan rumusan atau istilah-istilah ini.
Kemudian, juga ditambah Ayat (1) lagi dari Pasal 17 ini
adalah jumlah departemen pemerintah, itu hendaknya
bisa disetujui oleh DPR. Jadi tidak pemerintah membikin
departemen seenaknya atau banyak, tetapi sesuai dengan
strukturnya.’26®

Selanjutnya, anggota PAH dari F-UG, Valina Singka
Subekti juga menyoroti tentang Pasal 17 Ayat (2). Menurut
Valina, ayat tersebut harus ditinjau kembali dalam rangka
membatasi dominasi peran Presiden sekaligus memberdayakan

1265 Ipid., him. 67-68.
1268 [pid., him. 78.
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peran legislatif. Selengkapnya pendapat itu sebagai berikut.

...Kemudian juga saya pikir sangat penting juga adalah
mengenai Pasal 17 Ayat (2). Saya pikir harus ditinjau
kembali bahwa dalam rangka juga untuk membatasi apa
namanya, untuk menghindari terlampau besarnya dominasi
dari peran seorang Presiden, seperti yang terjadi selama 30
tahun Orde Baru ini. Oleh karena memang kurangnya peran
dari lembaga legislatif di dalam memberikan masukan-
masukan ataupun kontrol terhadap wewenang yang dimiliki
oleh Presiden. Terutama mengenai wewenang prerogatif,
mengenai soal penunjukan seorang menteri. Jadi, ini juga
sekaligus membatasi, menghindari terlampau besarnya
dominasi peran seorang Presiden, sekaligus juga untuk
memberdayakan legislatif kita.

Jadi Fraksi Utusan Golongan mengusulkan supaya
pengangkatan dan pemberhentian menteri itu harus melalui
mekanisme DPR. Jadi memang kita menganut demokrasi,
kita menganut sistem Presidensial democracy, tetapi tidak
berarti bahwa itu menjadi satu wewenang yang penuh
dari seorang Presiden. Kita bisa melihat contoh Amerika
dimana seorang Presiden itu di dalam mengusulkan anggota
kabinetnya pun juga harus memperoleh persetujuan dari
anggota kongres. Mungkin hal-hal yang baik itu bisa kita
tiru. Jadi, kami mengusulkan supaya dalam Pasal 17 Ayat
(2) itu diberikan penekanan mengenai accountability. Jadi,
peran dari legislatif supaya anggota kabinet kita ini bisa
betul-betul mencerminkan kabinet yang aspiratif... 267

Kemudian Hendi Tjaswadi, pembicara dari F-TNI/
Polri, mengusulkan keseluruhan rumusan Pasal 17, khususnya
mengenai judul dan tambahan ayat, sebagai berikut.

...Kemudian Pasal 17. Kami mengusulkan tadi adalah
keseluruhannya bukan hanya Ayat (2) saja. Judulnya adalah
kementerian negara. Ini mengenai pemerintah eksekutif
bukan kementerian negara. Lebih tepat kalau departemen
pemerintah, seperti yang tercantum di dalam Ayat (3)-nya,
yaitu departemen pemerintahan. Kemudian menteri negara,
ini barangkali nanti rancu dengan lembaga negara yang
tadi kita usulkan untuk tiga itu.

Oleh karena itu, Ayat (1), (2), (3) Pasal 17 dan tambahan
Pasal 17 (4) mengenai jumlah departemen itu persetujuan

1267 Ibid., him. 79.
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DPR. Ini saya kira perlu ditambahkan karena dalam

kesimpulan belum masuk. Karena itu, tadi sudah ada

usulan kamj."2¢8

Pasal 17 tentang Kementerian Negara disinggung lagi

oleh anggota PAH III BP MPR pada Rapat PAH III BP MPR
ke-2, 8 Oktober 1999, yang dipimpin oleh Slamet Effendy
Yusuf. Rapat itu mengagendakan pembahasan materi Sidang
Umum MPR 1999 sesuai dengan bidang tugas PAH BP MPR,
salah satunya terkait dengan kementerian negara. Pembicara
dari F-PDIP, Frans F.H Matrutty, mengusulkan rumusan Pasal
17 sebagai berikut.

...Pasal 17, Ayat (1),

“Presiden dibantu oleh menteri-menteri, sekretaris negara

dan pejabat tinggi setingkat menteri.”

Ayat (2),

“Menteri dan pejabat tinggi setingkat menteri diangkat oleh

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”

Ayat (3),

“Pemberhentian menteri dan pejabat tinggi setingkat

menteri dilakukan oleh Presiden”.

Ayat (4),

“Macam dan jumlah departemen ditetapkan oleh Presiden
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Ayat (5),
“Menteri-menteri memimpin departemen
pemerintahan”...2%

Sementara itu, M. Hatta Radjasa dari F-Reformasi
menyampaikan agar Pasal 17 terdiri atas 4 ayat, sebagai
berikut.

..Kemudian Pasal Kementerian Negara:

“Presiden dibantu oleh menteri-menteri dan kepala-
kepala badan serta sekretaris negara yang diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden.

Ayat (2) nya:
“Menteri-menteri memimpin departemen pemerintahan.”

1268 Ipid., him. 87.
1269 Ipjd.,him. 132.
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Ayat (3):

“Kepala-kepala badan dan sekretarisnya negara tidak

memimpin departemen pemerintahan.”

Ayat (4)-nya:

“Struktur dan jumlah kementerian serta badan-badan,

sekretaris negara dan setingkat ditetapkan oleh undang-

undang.” =7

Selanjutnya, Khofifah Indar Parawansa dari F-KB

mengusulkan materi pasal tentang kementerian negara, sebagai
berikut.

...Kemudian soal menteri-menteri, e... menteri-menteri
yang pertama adalah :

“Menteri diangkat oleh Presiden setelah mendengar
pendapat DPR”.

Kemudian ayat berikutnya: “Menteri-menteri diberhentikan
Presiden atas usul DPR”.

Jadi tidak bisa menteri berhenti sendiri seperti yang
kemarin ini berlangsung. Kemudian yang keempat :

“Menteri-menteri itu memimpin departemen
pemerintah”.

Tidak ada lagi menko, tidak ada lagi menteri negara, tidak
ada lagi menteri muda.

Kemudian yang kelima :

“Penyusunan kabinet dilakukan oleh Presiden dan Wakil
Presiden dan dengan mempertimbangkan pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat”.

Jadi struktur kabinet mau gemuk, mau ramping sudah
harus dengan persetujuan DPR. Tidak hanya personalianya
saja tetapi juga struktur kabinetnya.>”
Sementara itu, Asnawi Latief dari F-PDU mengajukan
rumusan Pasal 17 Ayat (2) sebagai berikut.
...‘Menteri-menteri dengan persetujuan DPR diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden.” 7
Valina Singka Subekti dari F-UG mengemukakan
rumusan mengenai kementerian negara yang dikaitkan dengan

1270 pjd., him. 141.
211 Ibid., him. 143.
1272 |pjd., him. 145.
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pemberdayaan DPR.
..Sementara Pasal 17 Ayat (1) itu bunyinya:

“Presiden dibantu oleh menteri-menteri yang memimpin
departemen dan kementerian-kementerian.”

Kemudian Ayat (2):

“lJumlah dan jenis departemen/kementerian di tetapkan

Presiden dengan persetujuan DPR.”

Kemudian, yang ketiga:

“Para menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

juga dengan persetujuan DPR”

Jadi, memang semua dalam rangka pemberdayaan

DPR.=7

Hendi Tjaswadi dari F-TNI/Polri memberikan usulan

perubahan judul bab menjadi Departemen Pemerintahan.
Adapun isi bab itu sebagai berikut.

Kemudian, Pasal 17 judul babnya diganti dengan Departemen
Pemerintahan Bab V Departemen Pemerintahan isinya:

“Presiden dibantu oleh menteri-menteri, kemudian menteri-
menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.”

Ayat (3):

“Menteri-menteri memimpin departemen pemerintahan.”

Ditambah, Ayat (4) :

“Jumlah departemen pemerintahan ditetapkan atas

persetujuan DPR..” 27

Rumusan kementerian negara selanjutnya dibahas

kembali dalam Rapat Tim Perumus Panita Ad Hoc III Badan
Pekerja MPR, 9 Oktober 1999, yang dipimpin oleh Harun
Kamil. Dalam rapat yang salah satu agendanya membahas
tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara itu, Slamet Effendy
Yusuf selaku Ketua Rapat mengemukakan tentang adanya dua
usulan terkait dengan judul bab lima.

..mengenai departemen ini ada beberapa usul. Ada usul
supaya bab ini tetap yaitu Kementerian Negara. Ada usul
supaya bab ini adalah mengenai departemen. Departemen
Pemerintahan. Sekarang kita coba untuk membahas

1273 |pid., him. 147-148.
1274 pid., him. 149.
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ini. Pertama judul. Judul ini apakah kita ganti apakah
tidak?7

Terkait dengan pertanyaan Slamet diatas, Hendi Tjaswadi
dari F-TNI/Polri menegaskan bahwa judul bab Kementrian
Negara kurang tepat menjadi judul bab dari Pasal 17, dengan
pernyataan sebagai berikut.

..kemudian di dalam Ayat (3) dari Pasal 17 lama, itu
berbunyi menteri memimpin departemen pemerintahan.
Jadi yang kita atur disini adalah departemen pemerintahan.
Oleh karena itu rasanya kurang tepat kalau kementerian
negara.>”°

Selanjutnya Harun Kamil dari F-UG mengemukakan
usulan terkait dengan judul dari Pasal 17, sebagai berikut.

Kalau kita melihat Pasal 17 ini, memang judulnya yang
menurut kami yang tepat, dengan mempertimbangkan
bahwa Presiden dibantu oleh menteri, menteri memimpin
departemen pemerintahan Pak. Jadi, kita sinkron bahwa
kementrian negara kan memang kan beda dengan
kedudukan sebagai kepala pemerintahan bukan kepala
negara. Isi kongkritnya kami setuju dengan judul dari Bab
V adalah Kementerian Pemerintahan dimana nanti menteri-
menteri memimpin departemen pemerintahan.”””

Kemudian, Slamet Effendy Yusuf sebagai Ketua Rapat
menyampaikan pendapat lebih lanjut terkait dengan kementerian
negara yang dikaitkan dengan sistem pemerintahan, setelah
sebelumnya meminta persetujuan dari peserta rapat tentang
judul Pasal 17. Pernyataan selengkapnya sebagai berikut.

..Sudah setuju ini judulnya? Kementerian Pemerintahan?
Baik, kita setujui menjadi Kemen..., Bab V diubah menjadi
Bab IV dengan judul Kementerian Pemerintahan. Kemarin
ada usul-usul mengenai ini, yaitu pada dasarnya banyak
usul mengatakan supaya Ayat (1) itu tetap. Kemudian
Ayat (2) itu tetap, tapi ada tambahan Ayat (3) itu tetap,
tapi ada tambahan tentang pembentukan departemen itu
supaya di, bukan hanya jumlahnya. Tapi juga apa? Jenisnya,
supaya dikonsultasikan. Ada juga yang usul ekstrim dengan
persetujuan, dengan apa? DPR.

1275 |pjd., him. 189.
1276 |bjd.
277 Ipid., him. 190.
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Nah, masalahnya saudara-saudara sekalian kita sekali lagi
harus mengingat, ada dua sistem besar yang selama ini kita
anut di dalam soal pemerintahan ini. Yaitu adalah sistem
Presidensiil dan ada sistem parlementer. Jadi ketika kita
terlalu mencampuri urusan yang berkaitan kementerian
pemerintahan, kita secara samar-samar itu sedang terjebak
kepada kearah parlementer. Walaupun sepertinya DPR
lalu punya hak untuk mengatur pemerintah. Seperti itu
untuk membatasi apa?...>”®

Patrialis Akbar dari F-Reformasi mengomentari
persoalan sistem pemerintahan dikaitkan dengan kementerian
pemerintahan, sebagai berikut.

..saya kira, sistem pemerintahan kita memang kuasi
kok. Presidensilnya ada parlementernya juga ada. lya,
jadi tidak murni Presidensil kita. Jadi ketika menteri-
menteri bertanggung jawab kepada Presiden, dia menjadi
Presidensiil. Tapi ketika Presiden bertanggung jawab
kepda parlemen, dia menjadi parlementer. Jadi kuasi
memang..."*”?

Lebih lanjut Patrialis Akbar menyatakan sebagai berikut.

..memang menteri-menteri itu tidak usah konsultasi.
Presiden dalam mengangkat menteri tidak usah konsultasi.
Tapi badan-badannya, kementriannya perlu dikonsultasikan
kira-kira kementerian apa yang dibutuhkan. Itu perlu
dikonsultasikan kepada kita. Tapi siapa orangnya, saya
kira itu adalah merupakan kewenangan hak prerogatif
Presiden...>®

Pembahasan rapat tim perumus selanjutnya diarahkan
pada rumusan Ayat (3) sebagaimana yang dikemukakan oleh
Slamet Effendy Yusuf, selaku Ketua Rapat, sebagai berikut.

Baik. Saya kira, jadi yang akan kita minta pertimbangan
DPR adalah departemen-departemennya. Nah, sekarang
masalahnya mengenai Ayat (3) ini, Ayat (3) pasal
lamanya. Menteri-menteri itu mempimpin departemen
pemerintahan. Apakah ini masih perlu dicantumkan
ndak? Karena ada menteri yang tidak apa..memimpin
departemen pemerintahan. Kalau ini dicabut, barangkali
Presiden lebih apa...lebih fleksibel. Karena prakteknya ada
menteri negara ya. Dan itu memang diperlukan untuk

1278 |bid., him. 191.
1279 |bjd.,
1280 Ipid., him.191-192
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mengurus hal-hal yang begitu urgent, tetapi di sisi lain
tidak perlu struktur yang apa..yang luas sampai bawah.
Kalau departemen adalah ada struktur luas, yang dalam
prinsip otonominya nanti dia memakai prinsip bukan
desentralisasi tetapi dekonsentrasi. itu. Jadi itu, harus
dipikirkan sampai sejauh itu.®

Sehubungan dengan hal itu, Gregorius Seto Harianto dari
F-PDKB mengusulkan pula perubahan atas Ayat (3), dengan
pernyataan sebagai berikut.

...kalau demikian, maka Ayat (3) ini saya usulkan diubah
menjadi:
“Departemen pemerintahan dan badan-badan nasional,

ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan saran-
saran DPR.=82

Selanjutnya, Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP,
mengusulkan agar setiap menteri memimpin departemen.

Fraksi kami mengusulkan bahwa menteri-menteri itu,
nantinya dia harus memimpin departemen. Jadi, itu
pandangan fraksi kami, oleh karenanya, kalau kita melihat
perjalanan selama ini, menko, menteri negara itu sudah
tidak ada. Jadi setiap menteri itu, memimpin departemen.
Jadi menteri, menko-menko itu tidak ada lalu menteri
negara, ya nanti istilahnya jangan menteri dia. Hal-hal yang
memang perlu ditangani secara khusus, mungkin dalam
bentuk badan atau yang lain, tapi kalau dia menjabat
sebagai menteri, dan dia pejabat tinggi negara, dia harus
membawahi departemen.=3

Dalam rapat ini berkembang pula usulan agar kepala-
kepala badan dan sekretaris negara dimasukan ke dalam
rumusan Pasal 17 sebagaimana yang dikemukakan oleh Patrialis
Akbar dari F-Reformasi.

Dari fraksi Reformasi merumuskan demikian:

“Presiden dibantu oleh menteri-menteri, dan kepala-
kepala badan, serta sekretaris negara yang diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden.”

Dua:

1281 pid., him. 192.
1282 |bjd.
1283 |bjd.
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“Menteri-menteri memimpin departemen pemerintahan.”
Tiga:

“Kepala-kepala badan dan sekretaris negara tidak memimpin
departemen pemerintahan.”

Empat:

“struktur dan jumlah kementerian serta badan-badan
sekretaris negara, dan setingkat ditetapkan oleh undang-
undang.’

Jadi jelas itu, perbedaannya.>%

Berikutnya, Hendi Tjaswadi dari F-TNI/Polri,
menyampaikan usulan mengenai menteri negara yang non
departemen.

Jadi kita menampung barangkali ada sebuah menteri,
yang menteri negara yang non-departemen. Oleh karena
itu kami melihat rumusannya memang sudah ada, hanya
perlu ditambah saja.

Ayat (1), Presiden dibantu oleh menteri dan menteri negara.
Ini, dari sini barangkali diganti dan jadi menteri negara.

Kemudian, menteri dan menteri negara itu diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden.

Yang ayat (3) itu menterinya saja.’

Sementara itu, Khofifah Indar Parawansa dari F-PKB,
mengusulkan perlunya suatu redefinisi terhadap menteri yang
memimpin departemen dan menteri negara.

...saya pikir perlu ada apa... redefinisi kita terhadap menteri
yang memimpin departemen dan menteri negara. Yang
selama ini selalu dijadikan sebagai alasan kenapa dia,
posisinya adalah memimpin departemen karena alasannya
misalnya dia punya anggaran pembangunan, karena
alasannya adalah dia punya kanwil dan kandep. Nah, ketika
otonomi daerah itu makin diperluas, sekarang itu sudah
punya banyak kanwil dan kandep yang hilang gitu loh,
sehingga kemudian eksistensi ketika kita membedakan
antara menteri negara dan departemen, itu sesungguhnya
tidak terlalu signifikan karena misalnya, beberapa indikator
yang digunakan untuk membedakan itu, untuk beberapa
departemen sesungguhnya sudah tidak sesuai. Katakanlah

1284 Ipid., him. 193.
1285 |bjd.
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Dephankam, dia sesungguhnya tidak punya kanwil, tidak
punya kandep, tapi dia punya departemen gitu. Departemen
Luar Negeri, dia tidak punya kanwil, jadi sesungguhnya

apakah masih cukup signifikan gitu lho.=%¢

Slamet Effendy Yusuf sebagai Ketua Rapat kemudian
mengomentari usulan pendefinisian diatas, dengan pernyataan
sebagai berikut.

Jadi begini ya, ada di dalam Undang-Undang Otonomi itu
kan beberapa prinsip. Prinsip desentralisasi, lalu prinsip
otonomi sendiri, lalu prinsip dekonsentrasi. Nah, itu, dan
itu disana kelihatan pada prinsip dekonsentrasi itu disinilah
diperlukan itu. Jadi oleh karena itu, kalau mengenai
pendefinisian kembali itu justru perlu oleh karena selama
ini, itu membingungkan. Nah, oleh karena itu, saya kira
jalan keluar yang disampaikan oleh Pak Hendi dari Fraksi
TNI/Polri itu saya kira bisa menyelesaikan. Jadi Pasal 1
itu berbunyi begini Presiden dibantu oleh menteri dan
menteri-menteri negara. Dan menteri negara, menteri-
menteri itu diangkat. Menteri dan menteri negara diangkat
dan diberhentikan oleh presiden. Ini salah cetak ini, diper..
diberhentikan oleh Presiden. Menteri-menteri memimpin

departemen pemerintahan. Sudah selesai.’*®”

Adanya rumusan ‘pertimbangan DPR’ dan bukan
‘persetujuan DPR’ dalam pembentukan departemen yang
dikaitkan dengan public accountability seorang menteri,
diusulkan oleh Khofifah Indar Parawasa dari F-KB, dengan
pernyataan sebagai berikut.

..sesungguhnya di draft ini ada beberapa fraksi termasuk
utusan golongan yang mengusulkan dengan persetujuan
DPR. Mungkin komprominya adalah bukan dengan
persetujuan. Tapi misalnya dengan mendengarkan
pertimbangan DPR misalnya. Karena ini sangat terkait
dengan, apa, public accountability sang menteri. Saya
khawatir sekali perjalanan kemarin menteri-menteri itu
sama sekali tidak punya daya ikat terhadap keputusan-
keputusan rapat kerja dengan DPR karena dia mono
loyalitas kepada presiden. Kemudian, aspek etika dan
moralitas, saya pikir ketika misalnya presiden punya

128 Ibid., him.194
1287 |bid.
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ap a?1288

Terkait dengan pendapat tersebut diatas, Slamet Effendy
Yusuf selaku Ketua Rapat memberikan tanggapan sebagai
berikut.

..kita sudah ikut campur tangan di dalam pembentukan
departemen. Kalau kemudian juga campur tangan di dalam
menentukan orangnya, itu, ini, kita ini ya terus terang.
Jangan-jangan kita sudah terjebak kepada apa? Sistem yang
parlementer. Karena apa? Ketika kita hendak mengurangi
kekuasaan presiden, jangan juga kita melebih-lebihkan
kekuasaan apa, DPR! Jadi, ini menurut kami gitu ya. Kita
harus ada sikap yang proporsional. Sikap tengah yang apa,
yang adil gitu saya kira. Sebab kalau itu, Presiden sudah
kehilangan apa? Semuanya gitu, apalagi kalau nanti di
DPR, ada sikap apriori-apriorian. Karena itu, dari orang
yang menurut fraksi ini. Gitu yah. Tidak mau ada fraksi
yang kemudian sampai apa..main tolak-tolakan. Itu akan

menjadi kasus besar gitu. Itu akan terjadi, itu...*®

Selanjutnya, Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB
mengusulkan adanya penyempurnaan kalimat dalam Pasal 17
Ayat (4), yakni, perlu ditambahkannya kata ‘mendengar’ dalam
pasal yang dimaksud.

..untuk Ayat (4) itu perlu penyempurnaan kalimat. Isinya
setyju. Jadi di sana, perlu dikatakan dalam departemen
pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3)
ada kata-kata Presiden. Presiden perlu mendengar,
pertimbangan DPR. Pemerintahan sebagaimana dimaksud
dalam Ayat (3), Presiden perlu mendengar, setelahnya
diganti.=>»

Peserta rapat kemudian mendiskusikan rumusan
frasa dalam Ayat (4) khususnya antara frasa “mendengar”
atau “pertimbangan DPR”. Pada akhirnya disepakati,
bahwa kata “mendengar” dihilangkan. Kemudian setelah
mempertimbangkan berbagai alternatif usulan dari peserta
rapat, Slamet Effendy Yusuf selaku Ketua Rapat menegaskan
kembali rumusan kementerian negara sebagai berikut.

1288 |bid., hl.194-195.
1289 Ipid., him. 196.
12% Jpjd., him. 197.
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.jadi Bab IV judulnya kita ubah menjadi Kementerian
Pemerintahan.

Ayat (1):

“Presiden dibantu oleh menteri dan menteri-menteri
negara.”

Dua [Ayat (2)]:

“Menteri dan menteri negara diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden.”

Ada usul tambahan “setelah memperoleh pertimbangan
DPR”

Ayat (3):

“Menteri-menteri memimpin departemen pemerintahan.”
Ayat (4):

“Dalam pembentukan departemen pemerintahan,
sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (3), Presiden perlu
pertimbangan DPR..”=

Selanjutnya, Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP,
mengusulkan tentang larangan rangkap jabatan oleh menteri
sebagai pimpinan atau anggota lembaga tinggi negara
lainnya.

Kami ingin menambahkan satu ayat lagi menyangkut
perangkapan jabatan. Jadi rumusannya menjadi menteri
dan menteri negara tidak boleh perangkapan jabatan

sebagai pimpinan atau anggota MPR, DPR, BPK, MA,
dan DPA. =

Slamet Effendy Yusuf, Ketua Rapat, mengomentari
gagasan diatas dengan menyatakan bahwa usulan tersebut
cukup diatur dengan Tap.

...dalam kasus menteri, itu menteri yang sekarang menjadi
anggota MPR itu, sekarang itu sudah bukan menteri. Jadi,
tidak merangkap jabatan juga. Yang hendak kita atur
kan jangan sampai ada sesuatu yang dalam tanda kutip,
tricky ya. Tricky gitu. Mereka harusnya ikut bertanggung
jawab menyerahkan pertanggungjawabannya itu hanya
kepada Presiden. Pembantu-pembantunya itu menilai
pertanggungjawaban itu...%

1291 pid., him. 198.
1292 |bjd.
1293 |bjd.
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Kemudian Hendi Tjaswadi dari F TNI/Polri menyatakan
bahwa pelarangan rangkap jabatan tersebut sudah ada aturannya
sendiri, dengan pernyataan sebagai berikut.

...untuk pelarangan perangkapan jabatan, untuk MPR itu
ada di Tatib MPR, untuk DPR itu ada susduk...294

Akhirnya Slamet Effendy Yusuf, Ketua Rapat mengomentari
gagasan rangkap jabatan tersebut dengan pernyataan sebagai
berikut.

..Kalau kita melakukan perubahan Susduk, tolong
diwaspadai soal ini. Soal apa? Bahwasannya anggota MPR
tidak boleh berasal dari menteri yang berhenti hanya untuk
jadi anggota apa? MPR gitu. Ya sejenis itulah rumusannya
nanti itu..

Sebelum Rapat Tim Perumus Panita Ad Hoc III Badan
Pekerja MPR diakhiri, rumusan dalam ayat (4), kembali
ditegaskan rumusannya oleh Harun Kamil dari F-UG.

Saya menyampaikan usul untuk bisa dipertimbangkan.
Ayat (4), karena memang di judulnya sudah jelas itu
mengenai Kementerian Pemerintahan. Juga ayat tiga disebut
bahwa menteri-menteri memimpin departemen. Jadi jelas
sebetulnya, dalam pembentukan departemen, sebagaimana
dihapus itu, Presiden perlu pertimbangan DPR.=%

Pada Rapat PAH IIl BP MPR ke-3, 9 Oktober 1999,
yang dipimpin oleh Harun Kamil dengan agenda pembahasan
terhadap UUD 1945, Slamet Effendy Yusuf dari F-PG
mengemukakan materi Pasal 17, sebagai berikut.

..Bab IV kami merubah judul yang tadinya Kementrian
Negara diganti menjadi Kementrian Pemerintahan.

Pasal 19 Ayat (1):

"Presiden dibantu oleh menteri dan menteri negara.” Ayat
(2):

"Menteri dan menteri negara diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden.”

Ada yang minta tambahan jadi huruf yang miring adalah
belum disepakati, tapi yang huruf cetak sudah disepakati

1294 Ibjd.
129 |bid. him. 199.
12% |bjd.
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sebagai kompilasi. Setelah mendapat pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat.

Ayat (3):
"Menteri-menteri memimpin departemen pemerintahan.”
Ayat (4):

"Dalam pembentukan departemen pemerintahan, Presiden
perlu pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”297

Kami barangkali perlu menjelaskan yang Pasal 1 [Ayat

(1)]. Pasal 1 [Ayat (1)] sengaja diberi perbedaan menteri

dan menteri negara oleh karena kalau menteri itu harus

memimpin departemen kalau menteri negara tidak harus

memimpin departemen. Itu penjelasan kami sebagai hasil

kompilasi.

Mudah-mudahan kompilasi ini sudah merangkum seluruh

pendapat-pendapat setidaknya pendapat-pendapat paling

pokok dari seluruh fraksi karena di dalam tim ini juga

sudah diwakili hampir seluruh fraksi...=»®

Harjono dari F-PDIP memberikan masukkan terkait

dengan penambahan ayat pada Pasal 17 yaitu tentang jumlah
dan jenis departemen, serta pengangkatan menteri.

..Kalau pada Pasal 17 ada tiga ayat kita bisa menambah

atau saya usulkan ada dua ayat paling tidak yang bisa kita

tambahkan. Ayat itu adalah jumlah dan macam departemen

itu perlu persetyjuan DPR. Kemudian yang kedua adalah

pengangkatan menteri itu perlu mendengar pertimbangan

DPR, dua pasal itu saja yang saya usulkan kalau toh itu

arahnya adalah untuk menyiapkan apa yang mungkin kita

lakukan.29

Pada Rapat PAH III BP MPR ke-5, 1 Oktober 1999,

dengan agenda pembahasan amendemen terhadap UUD 1945,
Harun Kamil sebagai Ketua Rapat, menyampaikan sejumlah
usulan perubahan terkait dengan kementerian negara dalam
pengantar pendahuluannya.

...Kemudian naskah hasil kompilasi Bab V judulnya berubah

menjadi..., oh masih sama, Kementerian Negara, maaf. Pasal

17 ada dua alternatif. Saya pakai kacamata kalau begitu.
Saya ulangi Bab V yang asli Kementerian Negara sekarang

1297 |pjd., him. 204.
12% Ibid., him. 205.
129 Jpjd., him. 256.

934 Perubahan UUD 1945 Mengenai Kementerian Negara

buku 4 jilid2 final.indd 934

9/24/10 5:29:56 PM



NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UUD 1945 - BUKU IV JILID 2

menjadi Kementerian Pemerintahan.

Pasal 17 ada dua alternatif, alternatif pertama tetap,
alternatif kedua lebih diperinci dan juga dilakukan
perubahan-perubahan dengan catatan-catatan.

Ayat (1):

"Presiden dibantu oleh menteri dan menteri negara.”
Ayat (2):

"Menteri dan menteri negara diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden.”

Kemudian ada yang berpendapat, ".. setelah mendapat
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Ayat ke (3):

"Menteri-menteri memimpin departemen pemerintahan.”
Berarti tetap tidak berubah dengan naskah aslinya.

Yang ke (4):

"Dalam pembentukan departemen pemerintahan Presiden
perlu pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Inilah Bab V Pasal 17 yang akan kita bahas...5%

Hendi Tjaswadi dari F-TNI/Polri mengomentari beberapa
hal terkait dengan judul. Hendi setuju mengubahnya menjadi
Kementerian Pemerintahan. Selengkapnya tanggapan tersebut
sebagai berikut.

..Jadi mengenai judul, kami melihat bahwa di sini
subtansinya menteri-menteri membantu Presiden sebagai
kepala pemerintahan. Oleh karena itu, kami setuju,
bahwa judul ini diubah sehingga menjadi Bab V adalah
Kementerian Pemerintahan.

Kemudian dalam subtansi ini terkait dengan sistem
pemerintahan yaitu negara republik dengan sistem kabinet
Presidensiil. Oleh karena itu, perlu memperhatikan dalam
rumusan-rumusannya. Selama ini Presiden sepenuhnya
memegang kekuasaan atas pembentukan kabinet, baik
dalam penentuan menteri-menterinya, orang-orangnya
maksudnya, kemudian struktur organisasinya seperti
sekarang ada menko, menteri, menteri negara, lembaga
pemerintahan non departemen dan termasuk juga
mengenai jumlahnya.

1300 pjd., him. 353-354.
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Oleh karena itu, dalam kaitan dengan pembatasan atau
kewenangan dari Presiden sebagai kepala pemerintahan dan
pemberdayaan dari Dewan Perwakilan Rakyat, maka kami
dengan tidak merubah sistem kabinet Presidensiil kami
setuju dengan alternatif kedua yang berbunyi adalah :

"Presiden dibantu oleh menteri dan menteri negara.”

Dalam arti kata menteri yang memimpin departemen dan
menteri negara. Kemudian:

"Menteri negara dan menteri dan menteri negara diangkat
dan diberhentikan oleh Presiden.”

Ini hak sepenuhnya Presiden. Jadi kalimat dalam kurung
dihapus. Kemudian :

"Menteri-menteri memimpin departemen pemerintahan.”
Kemudian Ayat (4)-nya adalah:

"Dalam pembentukan departemen pemerintahan Presiden
perlu pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Dalam arti kata jumlah, struktur dan nama-namanya
sedangkan orangnya tetap wewenang dari Presiden sebagai
kepala pemerintahan.5*

Berkenaan dengan persetujuan DPR dalam pengangkatan
menteri, Valina Singka Subekti dari F-UG mengingatkan bahwa
menteri itu adalah pembantu Presiden. Maka, adalah hak
Presiden untuk menentukan orang-orang yang akan bertindak
sebagai pembantunya.

...Nah, ini yang kami khawatirkan adalah dampak-dampak
yang akan ditimbulkan apabila itu harus memperoleh
persetujuan dari DPR, apalagi kita menganut multi partai
sistem. Apalagi nanti kalau partai-partai itu menuntut agar
mereka juga masuk di dalam koalisi kabinet. Ini mesti
menjadi bahan pertimbangan kita bersama. Sementara
ditingkat domestik saat ini, Presiden mendatang itu akan
menjalankan suatu pekerjaan yang luar biasa beratnya.
Oleh karena kita sedang menghadapi situasi ekonomi yang
demikian rupa, di samping juga di tingkat internasional kita
sekarang ini menghadapi tekanan-tekanan internasional
demikian rupa akibat karena pertama krisis ekonomi dan
kedua juga karena persoalan-persoalan, misalnya Timor-
Timur dan sebagainya.

Sehingga memang Presiden mendatang itu harus betul-

1301 pid., him. 354.
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betul dibantu oleh orang-orang yang profesional dan Fraksi
Utusan Golongan bersifat netral. Oleh karena memang
harus kita akui bahwa yang terjadi selama 30 tahun Orde
Baru ini adalah orang-orang yang profesional itu. Oleh
karena memang mereka terkooptasi oleh kekuasaan
sehingga mereka mesti masuk ke dalam partai kelompok
tertentu, Golongan Karya misalnya. Sehingga memang kita
akui bahwa yang profesional ini memang banyak masuk di
dalam Golkar itu harus diakui. Maksud saya adalah bahwa
ini harus menjadi pemikiran kita bersama, bagaimana
caranya agar yang dipikirkan itu adalah kepentingan
bersama bukan kepentingan dari partai-partai untuk
pemerintahan yang mendatang.

Oleh karena itu, sebetulnya yang kami usulkan dari Fraksi
Utusan Golongan mengenai soal perlunya pertimbangan
parlemen DPR dalam hal ini adalah untuk 2004 mendatang.
Bukan untuk yang akan datang. Ini juga menjadi pemikiran
kita bersama, Apakah ini kita berlakukan untuk yang
pemerintahan mendatang, apakah untuk 2004? Tetapi
kalau dari kami berpikir untuk kepentingan bersama ini
adalah untuk jangka panjang 2004. Sementara untuk yang
mendatang itu karena situasinya demikian rupa sulitnya
kita mesti dengan hati yang besar memberi keleluasaan
pada Presiden mendatang, untuk menyusun komposisi
kabinet berdasarkan profesionalisme itu.

Terima kasih°>

Gregorius Seto Harianto dari F-PDKB setuju dengan
usulan penyempurnaan dari Pasal 17 Ayat (1) UUD 1945. Usulan
itu sebagai berikut.

..Jadi Pasal 17 ini kami setuju perlu penyempurnaan Ayat (1):
"Presiden dibantu oleh menteri dan menteri negara.”

Saya kira ini latar belakang pemikirannya bisa diterima
bahwa selama ini sering terjadi kerancuan dalam masyarakat
apakah menteri seluruhnya harus memimpin departemen
atau ada menteri negara yang tidak punya departemen.
Sehingga penegasan semacam ini sangat diperlukan, jadi
saya setuju dengan Ayat (1).

Selanjutnya terkait dengan rumusan Ayat (2), Gregorius
Seto Harianto mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

1302 Ipjd., him. 355-356
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...Akan tetapi dengan Ayat (2) ini masih ada persoalan:

"Menteri dan menteri negara diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden (setelah mendapat pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat).”

Lalu antara kurung “setelah mendapat pertimbangan
Dewan Perwakilan Rakyat”. Saya memahami betul semangat
dan latar belakang pemikiran yang berkembang mengapa
ini masih dikurung.

Yang pertama adalah karena tentu diharapkan Presiden
tidak hanya sekehendak hatinya mengangkat menteri ada
pertimbangan-pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat
demi kepentingan bangsa. Tetapi sekali lagi sepanjang kita
masih berpegang atau bersepakat kita menggunakan sistem
Presidensiil maka kewenangan untuk mengangkat menteri
sepenuhnya ada pada Presiden. Kalau kita ingin mencari
jalan tengah dalam pengertian melihat contoh beberapa
negara lain misalnya Amerika. Di Amerika memang ada tiga
jabatan menteri kalau saya tidak salah yang harus minta
pertimbangan kongres, yaitu menteri pertahanan, menteri
luar negeri, dan jaksa agung. Saya masih bisa menyetujui
andaikata pengertian mendapat pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat ini untuk jabatan menteri tertentu
artinya yang benar-benar kita rasakan perlu kebersamaan
di antara kita demi kepentingan bangsa. Sehingga kita akan
tentukan jabatan menteri apa saja yang kalau diperlukan
harus mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan
Rakyat.

Sedangkan yang kedua juga berkembang, ini saya kira
yang ketiga Ayat (3):

"Menteri-menteri memimpin departemen pemerintahan.”
Cukup jelas, setuju.

Sedangkan Ayat (4):

"Dalam pembentukan departemen pemerintahan Presiden
perlu pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Saya menerima dengan pengertian inilah wujud semangat
kegotong-royongan. Semangat kebersamaan seluruh
komponen bangsa di dalam menghadapi masa depan
pembangunan kita yang sangat sulit. Sehingga semua pihak
harus bertanggung jawab termasuk Dewan Perwakilan
Rakyat di dalam melepaskan kita dari krisis yang kita
lakukan atau yang sedang kita alami. Karena itu di dalam
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pembentukan departemen dalam kerangka menyusun
strategi pembangunan perlu pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat.5%

Asnawi Latief dari F-PDU berpendapat bahwa kendati
pun pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri adalah
prerogratif Presiden sebagai kepala pemerintahan
akan tetapi harus dengan pertimbangan DPR. Selengkapnya
tanggapan dari Asnawi sebagai berikut.

...Oleh karena itu, yang ada sangkut pautnya nanti dengan
Ayat (2). Khusus pada Ayat (1) dulu saya ingin mendapat
klarifikasi dari ahli bahasa tentang dibantu, sebab itu
rancu dibantu dalam istilah kita ada diterjemahkan
dalam bahasa asing deputi, asisten, di rumah tangga
pembantu rumah tangga, apakah menteri itu semacam
itu? Hak prerogratifnya Presiden. Oleh karena itu, dalam
kaitan Ayat (2) nanti bahwa Presiden sekurang-kurangnya
memperhatikan pendapat-pendapat DPR tidak lagi terjadi
apabila Presiden terpilih selalu saluran-saluran telepon itu
yang dipakai bukan saluran Dewan Perwakilan Rakyat.

Oleh karena itu, barangkali kendatipun itu hak
prerogratif Presiden sebagai kepala pemerintahan maka
Presiden di dalam mengangkat dan memberhentikan
menteri-menterinya barangkali agak lebih lunak dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan
Rakyat. Jadi, bukan setelah mendapatkan, tetapi dengan
memperhatikan sebab selama ini kan dengan pertimbangan
Presiden itu berdasarkan telepon kan kalau cepat ditelepon,
oke jadilah dia.

Lalu Saudara Pimpinan, Ayat (1) kembali ke atas lagi, Ayat
(1) itu di samping pembantu itu saya minta klarifikasi
dari ahli bahasa, menteri negara dan menteri-menteri
ini betul-betul confused itu. Menteri-menteri semuanya
menteri negara dari mana kita mendapatkan rumusan
bahwa menteri itu yang punya departemen, menteri
negara tidak memiliki departemen, itu penafsiran keliru.
Seluruh menteri itu menteri negara, seperti kemarin dalam
kesempatan yang lalu saya katakan, Indonesia ini memang
aneh, ada menko, ada macam-macam sehingga dalam
protokol internasional sangat sulit. Jadi tidak menggunakan
parameter-parameter global. Oleh karena itu, menko itu

1303 pjd., him. 356.
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segala hapuslah jadi rumusannya yang singkat:

"Presiden dibantu oleh menteri-menteri.”

Ayat (2):

"Menteri-menteri diangkat dan di berhentikan oleh

Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat.”

Saya kira itu. Kemudian yang keempat saya tetap. Nomor 3,
Ayat (3) tetap.
Ayat (4) tetap.

Sebab ini melibatkan DPR apalagi dalam kerangka otonomi
daerah barangkali nanti banyak departemen-departemen
yang tidak diperlukan di pusat.3*

Sementara, Khofifah Indar Parawansa dari F-KB
menyampaikan pendapat sebagai berikut.

..Soal judul, bab, kita kemarin itu menginginkan setiap
ada pasal-pasal yang terkait itu kita angkat ke atas. Jika
misalnya bisa disepakati judul bab ini, saya pikir cukup
kementerian, tidak usah pakai pemerintahan atau pada
draft asal, itu negara cukup saja kementerian.

Kemudian yang kedua, kemarin pada saat melakukan
komplilasi kita juga sudah memperdebatkan apakah
menteri negara atau menteri memimpin departemen.
Padahal yang jelas tugas-tugas menteri itu adalah tugas
untuk pelaksanaan pemerintahan. Nah, definisi ini saya pikir
perlu jelas kalau nanti ahli bahasa bisa menjelaskan silakan,
kalau tidak, tolong karena ini kemarin perdebatannya cukup
panjang pada saat kompilasi di penjelasan pasal kalau nanti
disepakati UUD ini ada penjelasan pasal...

Kemudian, Khofifah menanggapi Ayat (2) dan Ayat (3).
Berikut ini tanggapannya.
Begitu juga Ayat (2), apakah pengangkatan dan
pemberhentian menteri oleh Presiden itu harus dengan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat atau tidak.
Varian-varian sistem Presidensiil itu sesungguhnya
cukup banyak, tidak berarti kalau kita menganut sistem
Presidensiil ini total prerogatif Presiden, tidak harus
begitu. Apakah misalnya kita menyepakati ada beberapa
departemen tertentu atau kementerian tertentu yang

1304 pjd., him. 357
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harus mendapat persepakatan Dewan Perwakilan Rakyat.
Khususnya yang menurut kami sekali lagi jika penjelasan
nanti dimungkinkan terhadap pemberhentian menteri, ini
saya pikir harus jelas.

Fenomena kemarin menjelang pengangkatan Utusan
Daerah beberapa menteri minta izin, saya khawatir.
Kemudian ketika masuk di fraksi-fraksi mereka akan
menjadi korlap-korlap kandidat tertentu begitu, ini
sangat memungkinkan. Jadi, khusus terhadap persoalan
pemberhentian dan pengangkatan jika di sini misalnya
nanti disepakati, tidak ada pertimbangan Dewan Perwakilan
Rakyat sama sekali, maka mohon di penjelasan pasal itu
dijelaskan bahwa pemberhentian dalam kasus-kasus yang
sifatnya bertendensi politik itu tidak dibenarkan.

Ayat (3) nanti kembali, apakah kita menyepakati menteri
negara atau menteri memimpin departemen...3°s

Terkait dengan pembentukan departemen, Khofifah
setuju harus melalui pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Berikut ini alasan yang dikemukakannya.

..Kemudian yang ke (4) soal pembentukan departemen
pemerintahan, saya pikir perlu memang pertimbangan
Dewan Perwakilan Rakyat karena ini akan sangat terkait
dengan pola pembangunan yang nanti disepakati oleh PAH
I. Sehingga kita bisa merumuskan sesungguhnya kebutuhan
negara ini, kebutuhan pemerintah ini adalah Departemen
A, B, C dan seterusnya...>*®

M. Hatta Rajasa dari F-Reformasi juga menyinggung
judul Pasal 17 dan struktur kementerian, seperti berikut.

...Bab V itu judulnya cukup Kementerian. Kemudian juga
mengenai menteri negara, saya kira tidak perlu disebutkan
lagi di sini, cukup menteri-menteri, karena nanti ada
menteri negara, ada menteri bukan negara atau ada menteri
swasta nanti.

Kemudian ini sebagai konsekuensi logis daripada
sistem Presidensiil kabinet. Maka tentunya mengangkat
menteri individunya itu kita serahkan sepenuhnya
kepada Presiden, sedangkan struktur kementeriannya
atau institusinya, departemen-departemennya itu harus
mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

1305 Jpid. him. 358.
1306 Ibjd.
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Sehingga tidak lagi terjadi tiba-tiba Departemen Industri
dan Perdagangan menjadi satu nanti dipecah lagi kemudian
ada menko dan sebagainya. Nah, ini harus diatur sebaik-
baiknya...37

Sementara itu, berkaitan dengan Ayat (2) Hamdan Zoelva
dari F-PBB mengatakan sebagai berikut.

...dalam pengangkatan menteri ini, arti setelah mendapat
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat ini, tidak dalam
arti harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat, ini perlu ada kesamaan dulu di sini. Artinya apa,
artinya nanti dalam prakteknya walaupun seandainya
nanti Dewan Perwakilan Rakyat tidak setuju, tapi kalau
Presiden menyatakan ini orang yang saya percaya, maka
saya tempatkan jadi menteri, itu terserah Presidennya.
Tapi pentingnya ada pertimbangan ini menjadi pertimbangan
bagi Presiden dalam menunjuk menteri-menterinya itu.
Tapi tidak harus ada persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,
ini penting ada pengertian kita yang sama. Pengertian
bersama mengenai ini karena nanti jangan sampai Presiden
tidak pernah bisa mengangkat menterinya karena tidak
pernah satu pun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat,
ini catatan kita saja...58

Zain Badjeber dari F-PPP mengusulkan agar menteri di
bawah bab tentang Presiden. Berikut pernyataannya.

..Apakah tidak sebaiknya dia di bawah Bab Presiden
dalam rangka kewenangan-kewenangan Presiden termasuk
kewenangan membentuk departemen. Sehingga kita tidak
mempermasalahkan dia berjudul sendiri atau karena dia
menyangkut masalah-masalah Presiden yang di dalam Tap
III Majelis Permusyawaratan Rakyat 1978 mengenai Tata
Hubungan, itu tidak ada tata hubungan menteri dengan...
tetapi hubungannya Presiden dengan lembaga-lembaga
lainnya...5%9

Mengenai istilah menteri-menteri, Zain Badjeber
berpendapat sebagai berikut.

...Kemudian kalau kita lihat Pasal 17 Undang-Undang Dasar,
di sana dikatakan:

"Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.”

307 Ipid., him. 358-359.
1308 Jpid., him. 359.
1309 Ibjd.

942 Perubahan UUD 1945 Mengenai Kementerian Negara

buku 4 jilid2 final.indd 942 9/24110 5:29:56 PM



NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UUD 1945 - BUKU IV JILID 2

Menteri-menteri itu, Ayat (2) menteri-menteri itu dan
Ayat (3):

“Menteri-menteri itu memimpin departemen
pemerintahan.”

Jadi tidak membedakan ada menteri yang tidak memimpin
dan mulai dengan menteri-menteri negara, menteri-
menteri itu artinya menunjuk ke Ayat (1), menteri-menteri
itu memimpin departemen pemerintah.

Kemudian di dalam praktek bahwa orang mengatakan ada
menteri yang tidak memimpin departemen lalu dikatakan
sebagai menteri negara. Saya kira tidak mengurangi arti
bahwa menteri-menteri itu adalah pembantu Presiden
untuk departemen, ya departemen apa, pemukiman apa,
perumahan dan pemukiman. Urusannya urusan perumahan
dari pemerintah, jadi tidak melihat kantornya merek
departemen tetapi urusan pemerintahannya. Sehingga kita
tidak perlu membedakan di sini pada alternatif kedua :

"Presiden dibantu oleh menteri dan menteri negara.”

Sehingga kita seolah-olah ada menteri yang bukan menteri
negara, ada yang menteri. Padahal semua ini menterinya
negara...5

Terkait dengan Pasal 17 Ayat (1), (2), dan (4) Zain Badjeber
menyatakan sebagai berikut.

...ini bagi kami rumusan Pasal 17 Ayat (1) lama tidak ada
masalah, kalaupun mau dimasalahkan ya kita keluarkan
kata “negara“ dibantu oleh menteri-menteri, tetapi tidak
membedakan menteri dengan menteri negara.

Kemudian Ayat (2)-nya di sini kami kurang sepakat kalau
seluruh "menteri diangkat dan diberhentikan itu harus
mendapatkan pertimbangan daripada Dewan Perwakilan
Rakyat”. Kalau hanya menteri-menteri tertentu katakanlah
untuk bidang pertahanan, luar negeri, Setneg, dalam
negeri, atau keuangan, silakan. Tetapi tidak kalau Presiden
membentuk 20 Departemen atau mengangkat 20 menteri,
ke-20 itu harus dikonfirmasikan ke Dewan Perwakilan
Rakyat, bagaimana untuk merumuskannya.

Kemudian dalam Ayat (4) itu, dalam pembentukan
departemen pemerintahan Presiden perlu pertimbangan.
Nah, ini kalau yang di sana dalam yang mengangkat
dan memberhentikan di sini membentuk jumlah

1310 Jpjd., him. 360.
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departemennya. Saya kira kalau sampai berapa kebutuhan
Presiden sedangkan dia bertanggung jawab bukan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat tetapi bertanggung jawab kepada
Majelis Permusyawaratan Rakyat atau kepada rakyat yang
memilihnya, kemudian dia harus diikat dengan tidak boleh
harus hanya 10 departemen tidak boleh 20. Padahal di dalam
pembentukannya, pembentukan departemen ini tidak
semata-mata masalah aspek finansial yang dipertimbangkan
tetapi aspek-aspek politisnya. Apalagi di dalam rangka kita
dengan multipartai sistem ini, tentunya ada aspek-aspek
politis yang perlu dipertimbangkan oleh seorang Presiden
di dalam pembentukan departemennya tidak semata-mata
karena penghematan. Kalau penghematan ya maunya lima
departemen, ya lima saja tentunya. Bisa juga dikerjakan
nanti dirjennya saja yang banyak, tetapi ada aspek-aspek
tertentu yang perlu. Apakah sampai sejauh itu Dewan
Perwakilan Rakyat harus mencampuri masalah hak atau
kewenangan daripada Presiden ini?... 3"

Lebih lanjut, Zain Badjeber mengomentari tentang
larangan rangkap jabatan terhadap menteri, sebagai berikut.

Kami lebih cenderung bahwa ada larangan terhadap
menteri merangkap jabatan-jabatan tertentu. Jadi tidak
akan terjadi seperti yang dulu ada menteri yang menjadi
Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat karena tidak
ada ketegasan, tidak ada undang-undang tentang menteri.
Di sini dicantumkan larangan-larangan yang dijabat oleh
menteri, menteri tidak dapat menjabat merangkap Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
BPK dan MA, misalnya. Tidak menyangkut mengenai
pembentukan departemen, memerlukan pertimbangan
Dewan Perwakilan Rakyat.

Jadi, tegasnya kami ulangi, bahwa Ayat (1) kami sepakat
tanpa membedakan menteri dan menteri negara, Ayat
(2) terbatas kepada menteri untuk bidang tertentu, Ayat
(3) itu adalah dari Ayat (3) lama atau yang sekarang dan
Ayat (4) kami anggap tidak perlu, kalau diperlukan hanya
mengenai larangan perangkapan jabatan menteri...>

Anthonius Rahail dari F-KKI mengusulkan agar ada
beberapa menteri yang pengangkatannya dikonsultasikan

1" Jbid., him. 361.
1312 Ibjd.
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dengan DPR atau minimal dengan pertimbangan DPR.

...Ini adalah satu refleksi dari pengalaman masa lalu
bahwa ketika dengan kekuasaan sistem Presidensiil itu
lalu Presiden menentukan, itu juga lalu orang-orang dekat
saja, katakanlah orang profesional itu juga tidak diangkat
walaupun dukungan masyarakat seperti itu juga selalu ada.
Oleh karena itu kami sependapat dengan pembicaraan
terdahulu bahwa tidak seluruh menteri-menteri yang
diangkat itu harus konsultasi tetapi departemen-
departemen tertentu harus tetap ada konsultasi dengan
DPR atau mendengarkan pertimbangan dari Dewan
Perwakilan Rakyat.

Kemudian kami lanjut ke yang keempat. Bagi kami masih
perlu ada karena pengalaman kita ada menteri yang juga
tiga bulan dengan pekerjaan yang barangkali sebenarnya
bisa di kerjakan oleh departemen yang sudah ada. Oleh
karena itu dengan adanya pointer empat ini, Presiden
tidak akan sebebasnya menentukan departemen dengan
limit waktu yang begitu terbatas. Oleh karena itu, adanya
pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam
pembentukan departemen pemerintahan sebagaimana
disebutkan dalam hasil kompilasi empat ini kami usulkan
untuk tetap... 53

Sementara itu, Hatta Mustafa dari F-PG sudah tidak
mempersoalkan Ayat (1), (2) dan (3), tetapi mengusulkan satu
ayat lagi yang mengatur ketentuan mengenai pertimbangan
DPR ketika Presiden akan membubarkan, menggabungkan, atau
membentuk departemen baru. Usulan itu sebagai berikut.

...Pasal 17 Ayat (1) ini sudah jelas hanya kemarin itu waktu
ada tim ingin membedakan ada menteri yang memimpin
departemen dan ada menteri negara yang tidak memimpin
departemen. Tapi akhirnya kalau kita lihat ke Ayat (3) jadi
rancu. Di Ayat (3) lama:

"Menteri-menteri itu memimpin departemen
pemerintah.”

Menteri-menteri yang baru juga tetap hampir sama
yaitu:

"Menteri-menteri memimpin departemen pemerintahan.”
Dengan adanya tadi di Ayat (1) baru altenatif dua itu

313 Ibjd.
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menteri negara itu, bagaimana pengertiannya.

Nah, ini karena itu pada waktu awal kami menganggap
Pasal 17 ini tidak perlu dirubah, tetap saja. Terutama kalau
kita melihat misalnya Ayat (2) itu memang prerogatif
Presiden hanya kami menambahkan memang di sini
pun sudah tertampung ada rencana dalam pembentukan
departemen pemerintahan sehingga tidak seperti yang lalu
itu kadang-kadang di dalam masa pemerintahan, satu masa
pemerintahan departemennya ada yang digabung begitu
saja, atau digabung atau dipisah.

Nah, ini yang seperti itulah yang sebenarnya perlu
mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
Jadi, tidak dalam perjalanan katakanlah dalam perjalanan
pemerintahan baru tiga tahun lalu dianggap ini tidak
diperlukan lalu digabung sehingga jadi kayaknya departemen
yang hilang itu tentunya agak susah untuk dia lari kemana
dan kemana dan sebagainya. Karena itu barangkali jumlah
dan strukturnya itu yang kalau dia mau mengurangi
atau menambahkan atau menggabungkan itu yang perlu
mendapat atau katakanlah mendapat pertimbangan dari
Dewan Perwakilan Rakyat. Biasanya memang komisi-komisi
Dewan Perwakilan Rakyat itu membawahi departemen-
departemen, apakah menteri negara perlu ditingkatkan jadi
departemen itu biasanya memang jadi bahasan daripada
komisi-komisi di DPR.

Kemudian Saudara Ketua. Kami mengenai judul saya kira
masih kita pending, kemarin sudah dinyatakan bahwa
judul ini kemarin Presiden dan itu juga di-pending. Jadi
kita pending saja dulu untuk nanti disatukan sehingga
setelah isinya pasal-pasal ini jelas baru kita akan melihat
judulnya bagaimana. Apa dia perlu digabung ke sini atau
ke sana seperti tadi usulan. Kemudian mengenai jumlah ini
Saudara Ketua memang prerogatif Presiden juga tidak hanya
melihat departemen atau menteri negara yang sudah ada,
tapi dia akan memperhatikan GBHN yang akan dibentuk
oleh Sidang Umum ini, sehingga berdasarkan itulah
prioritas-prioritasnya. Apakah departemen-departemen itu
akan dibentuk atau diperlukan atau tidak diperlukan lagi.
[tu saya kira Presiden akan melihat hasil dari GBHN yang
akan ditentukan oleh Sidang Umum ini.

Jadi pertama, judul bab ini kami minta supaya tidak
kita rubah dulu, kita pending. Kemudian Ayat (1), (2),
(3) itu tetap seperti yang lama cuma tambahan Ayat
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(4) ini memang perlu disempurnakan, mungkin perlu
disempurnakan istilahnya kata-katanya... 3%

Harjono dari F-PDIP menilai tidak perlu mengubah judul
Bab Kementerian Negara tersebut. Pendapat Harjono tersebut
sebagai berikut.

...kalau kita akan menggunakan teknis amendemen,
perubahan-perubahan itu akan begitu bertambah di
bawah Undang-Undang Dasar yang sudah ada itu terus
begitu sampai panjang. Kalau kita nanti akan mengadakan
amendemen pun juga akan tambah seperti itu. Oleh karena
itu, persoalannya adalah apakah masih ada relevansi judul
itu karena nanti pasalnya akan scatter di dalam satu
susunan yang demikian itu akan tersebar ini persoalan
yang harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, menurut
saya kok tidak ada relevansinya untuk mengubah judul
itu, karena nanti pasalnya akan terus di bawah Undang-
Undang Dasar yang ada itu, itu persoalan judul.

Kedua, apa yang sudah dirumuskan, saya memang setuju
kalau kata menteri negara itu dihilangkan, jadi:

"Presiden dibantu oleh menteri-menteri.”

Persoalan ada menteri negara itu dulu kan ada satu
persoalan dimana ada kebutuhan untuk mengangkat yang
setingkat menteri kemudian tidak ada departemen, itu
yang saya lihat. Dan (2):

"Menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden.”

Dan di bawah itu saya kira tidak perlu karena kita memang
menganut Presidensial. Yang (3) ini:

"Menteri-menteri memimpin departemen pemerintahan.”

Ini menurut saya ada satu pola pikir yang diarahkan bahwa
pendekatannya adalah struktural. Jadi, ada departemen
pemerintahan dulu, bagaimana kalau ini kita ubah dengan
mengatakan bahwa :

"Menteri-menteri itu membidangi urusan-urusan
pemerintahan”.

Jadi, urusannya dulu bukan departemennya. Kalau
departemen yang ini terkait dengan institusi departemen,
padahal menteri itu adalah membidangi urusan
pemerintahan. Kemudian kalau ada urusan-urusan

314 Ibid., him. 361-362.
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pemerintahan tertentu diperlukan dibentuk departemen.
Jadi tidak semua urusan pemerintahan itu lalu nanti harus
dalam departemen. Jadi, pendekatannya struktural sekali
pada Undang-Undang Dasar yang lama itu, bahwa harus
ada departemen baru menteri. Padahal, yang penting
sebetulnya bukan departemennya, urusan pemerintahannya.
Jadi usul saya:

"Menteri-menteri membidangi urusan-urusan
pemerintahan.”

"Untuk urusan-urusan pemerintahan tertentu dibentuk
departemen yang pembentukannya perlu pertimbangan
Dewan Perwakilan Rakyat”

Karena dengan demikian nanti kalau ada kebutuhan
menteri tidak mengganti departemen masih bisa, karena
dia ada bidang urusan pemerintahan yang masih menjadi
urusannya.

Saya kira ini masukan untuk kita semua sebetulnya
tidak cout que cout ini adalah pendapat PDIP karena
kita membahas satu soal untuk permasalahan kita
bersama...>s

Setelah semua fraksi selesai menyampaikan pendapatnya,
Harun Kamil, selaku Ketua Rapat meminta kepada Ahli Bahasa,
Junaiyah H.M., menjelaskan mengenai istilah “dibantu” dan
“Menteri Negara”. Berikut ini pendapat ahli bahasa.

...Pembantu berarti orang yang membantu. Bahwa ada
pengertian pembantu yang lazim dipakai dalam istilah
sehari-hari pembantu rumah tangga. Sebetulnya itu hanya
bentuk pendek dari pembantu rumah tangga, yang kata
rumah tangganya jarang dipakai sehingga disebut sajalah
pembantu. Biasanya itu karena ucapan sehari-hari, orang
tentu tidak akan cukup waktu untuk mengucapkan
panjang-panjang. Tolong beritahukan kepada pembantu
rumah tangga misalnya, biasanya pembantu. Saya ini adalah
seorang pembantu di kantor saya. Jadi, pembantu Presiden
adalah orang yang membantu Presiden. Jadi tidak rendah
derajatnya...

...Lalu yang berikut menteri. Menteri adalah kata umum,
jadi saya sebut saja super ordinatnya. Di dalam super ordinat
itu ada jenis-jenis, ada menteri negara, menteri apa saja
yang kita muatkan menurut keperluan kita pada saat itu.

315 pid., him. 362-363.
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Ketika dulu kita memiliki menteri muda misalnya jadi
genus-nya adalah menteri, spesiesnya itu bisa menteri A,
B, C berdasarkan nama-nama jenisnya. Kementerian adalah
hal atau seluk beluk mengenai jabatan menteri...>®

Seusai mendapat penjelasan Ahli Bahasa, Harun Kamil
menskors rapat sampai pukul 14.00 WIB. Setelah itu, rapat
dilanjutkan dengan pimpinan Slamet Effendy Yusuf. Slamet
me-review usulan-usulan sebelumnya yang berkaitan dengan
Pasal 17 sebagai berikut.

...Saudara-saudara sekalian, pembicaraan kita tadi masih
mengenai Bab V Pasal 17 dimana judul bab ada dua
usul. Yang pertama adalah dirubah dan yang kedua tidak
berubah. Yang dirubah itu ada dua usul yaitu menjadi:
Kementerian Pemerintahan dan atau Kementerian saja.
Walaupun juga ada yang mengusulkan karena ini bagian
dari aliran ketika kita membicarakan tentang Presiden,
sebenarnya kementerian ini tidak usah diberi judul, jadi
dia bagian saja dari kekuasaan Presiden atau kekuasaan
eksekutif. Tadi kita sudah mendiskusikan Pasal 17. Jadi
kami tidak akan kembali ke judul dulu, tapi langsung ke
Pasal 17 alternatif dua Ayat (1) mengenai:

"Presiden dibantu oleh menteri dan menteri negara.”

Tadi ada dua pendapat supaya kembali kepada bunyi
aslinya yaitu :
"Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.”

Karena menteri itu ya menteri negara tidak usah disebut
menteri negara pun menteri begitu.

Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan yang
di dalam kurung. Yang di dalam kurung itu tadi juga
diperdebatkan. Apakah masih perlu ada kurung itu, apa
kurung itu sudah bisa diangkat? Oleh karena kita adalah
sistem Presidensiil.

Kemudian yang lain adalah yang keempat yaitu Ayat (4),
kalau Ayat (3) saya kira tadi hampir semuanya tidak ada yang
mempersoalkan. Ayat (4) adalah masalah pembentukan
departemen mengenai pentingnya pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat...57

Setelah membacakan usulan tentang Pasal 17, Slamet

1316 Jbid., him. 364.
317 pid., him. 365.
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Effendy Yusuf menawarkan kepada anggota PAH III, kalau
masih ada yang akan berpendapat atau diadakan lobi untuk
menyelesaikannya.

...Masih ada yang mau berbicara atau kita coba

menyelesaikannya melalui lobi. Kalau memang mau melalui

lobi saya kira, saya sebentar saja kita skors sekitar lima

menit. Saya kira kita bisa menyelesaikannya...>®

Harjono dari F-PDIP yang mendapat kesempatan untuk

berbicara mengenai setuju-tidaknya diadakan lobi mengatakan
sebagai berikut.

Terima kasih.

Kalau akan dilobikan, saya sangat setuju sekali. Cuma saya

mengingatkan bahwa saya tadi memberikan satu masukan,

persoalannya adalah sementara ini memang kita terpaku

kepada persoalan stuktural. Oleh karena itu, bunyinya

itu adalah:

"Menteri-menteri memimpin departemen pemerintahan.”

Tadi saya berikan alternatif apa kita tidak rubah dengan

menyatakan bahwa:

"Menteri-menteri membidangi urusan-urusan pemerintahan

tertentu.”

Kemudian kalau urusan pemerintahan tertentu nanti

perlu departemen baru masuk ke Ayat (4), itu yang saya

usulkan. Kalau toh mau dilobikan barangkali satu hal saya

pertimbangkan... 3

Pada akhirnya Pasal 17 disepakati untuk dirumuskan

melalui lobi. Selanjutnya, Slamet membacakan rumusan pasal
yang disepakati, yakni, agar Ayat (1) dan (2) tetap sesuai dengan
rumusan lama.

...Berdasarkan lobi kita memperoleh rumusan bahwa pada

Pasal 17 ini :

Ayat (1), (2) itu tetap.

Seperti Undang-Undang Dasar 1945 yang selama ini ada.

Kemudian Ayat (3) itu dirubah, itu bukan diperhentikan,
tapi diberhentikan. Di “per” diganti di “ber”. Itu pastinya
awalnya salah cetak, tapi kalau sekarang diberhentikan

1318 Ibid.
131° pid., him. 365-366.
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tidak salah Bu. Yang benar-benar bahasa Indonesia yang
mana? 3*°

Selanjutnya, Ahli Bahasa menjelaskan penggunaan kata
diperhentikan dalam Pasal 17 Ayat (3) sebagai berikut.

Sebenarnya dari segi morfologi memang diperhentikan
tetapi kita melihat sekarang ada perbedaan antara
diper dengan diber pada diberdayakan. Jika dibenarkan
diperdayakan jadi lain artinya. Oleh karena itu kaedah
morfologis itu kalah oleh kenyataan Pak. Jadi itu
diberhentikan betul, diperhentikan tidak salah.3*

Setelah mendengarkan keterangan ahli bahasa, Slamet
Effendy Yusuf selaku Ketua rapat menyimpulkan Pasal 17
tentang kementerian negara yang kemudian disetujui oleh
para peserta rapat. Berikut uraiannya.

Jadi kita sudah berhasil mengamendemen merubah “P”
menjadi “B”, itu salah satu prestasi kita juga begitu. Jadi
Ayat (2):

"Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden.”

Itu maksudnya yang di atas itu. Kemudian Ayat (3) setiap
menteri itu tolong nggak huruf besar itu, "Setiap menteri
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.”

Ayat (4):
"Presiden membentuk departemen dengan memperhatikan
Dewan Perwakilan Rakyat.”

Jadi yang memperhatikan pertimbangan itu hanya
institusinya, itupun hanya memperhatikan, jadi ora mekso. Jadi
apakah dengan konsensus yang dicapai lobi seperti ini kita bisa
dapat menerima bunyi Pasal 17, setuju? Setuju ketok 1 x 5

Slamet menawarkan tentang judul “Kementerian Negara”
apakah juga akan di lobi. “Kemudian, mengenai judul, judul
apa mau dilobi lagi? Tadi lupa.”s»

Tawaran Slamet, ditanggapi oleh Hatta Mustafa dari F-PG
sebagai berikut. “Jangan dipaksakan begitu, kita sudah bilang

320 Jpid., him. 366.
321 Ibjd.
322 |pid., him. 367.
1323 |bjd.
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ini akan di-pending dulu sampai selesai secara seluruhnya.” >
Slamet kemudian menjawab; “Baik judul tetap™s*

Pada Rapat PAH III BP MPR ke-6, 12 Oktober 1999,
yang dipimpin oleh Harun Kamil, dengan agenda pembahasan
amendemen UUD 1945, Harjono dari F-PDIP melaporkan hasil
rancangan tim perumus kompilasi, yang salah satunya mengenai
Pasal 17. Berikut materi rancangan yang dilaporkan.

..Kemudian, Pasal 17 ada satu perubahan dalam judul Bab
yang diusulkan, yaitu menjadi Kementerian Negara. Bunyi
Pasal 17 Ayat (1):

“Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.”

Ayat (2):

“Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden.”

Ayat (3):

"Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan.”

Ayat (4):

"Presiden membentuk departemen dengan memperhatikan

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.” 3¢

Pada Rapat PAH III ke-7 (Lanjutan ke-2), 13 Oktober

1999, dengan agenda sinkronisasi pasal dan pembacaan hasil
yang telah dicapai BP MPR, Harun Kamil selaku Ketua Rapat
membacakan kembali kesepakatan yang telah dihasilkan oleh
peserta rapat, yang salah satunya berkenaan dengan Pasal 17,
sebagai berikut.

Pasal 17 Ayat (1):

“Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.”

Ayat (2):

“Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden.”

Ayat (3):
“Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan.”

1324 Ibjd.
1325 |bjd.
1326 |pjd., him. 416.
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Ayat(4):
“Presiden membentuk departemen dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”3*

Rumusan di atas kemudian dibawa ke Rapat BP MPR
ke-3, 14 Oktober 1999, yang dipimpin oleh M. Amien Rais,
dengan agenda laporan PAH BP MPR, pengesahan materi Sidang
Umum hasil BP MPR, dan penutupan rapat-rapat BP MPR.
Harun Kamil selaku Ketua PAH III BP MPR menyampaikan
hasil kesepakatan materi perubahan UUD 1945 ke BP MPR,
yang salah satunya mengenai rancangan Pasal 17 tentang
Kementerian Negara. Rancangan tersebut terdiri dari 4 (empat)
ayat, seperti berikut.

...Pasal 17, Ayat:
(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden.

(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan.

(4) Presiden membentuk departemen dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan
Rakyat.

Pembahasan tentang rancangan Pasal 17 masih tetap
dibahas pada Rapat Komisi C MPR RI, baik dalam rapat
pleno maupun rapat lobi. Pada Rapat Pleno Komisi C ke-1,
17 Oktober 1999, yang dipimpin oleh Nazri Adlani, dengan
agenda pemilihan pimpinan komisi majelis dan pembahasan
Perubahan UUD 1945, rancangan Pasal 17 Ayat (4) mendapat
berbagai tanggapan dari anggota Komisi C.

Harjono dari F-PDIP menghendaki agar Pasal 17 Ayat (4)
dihilangkan secara keseluruhan dari hasil rancangan PAH III BP
MPR. Pernyataanya: "Berikutnya, menghilangkan keseluruhan
Pasal 17 Ayat (4)”. 52

Selanjutnya, F-Reformasi melalui Fuad Bawazier

327 |pjd., him. 562.
328 |pid., him. 574.
1329 pjd., him. 662.
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berpendapat sebagai berikut.

...Berikutnya lagi kami terus terang saja ke catatan kecil
kami ini adalah menyangkut masalah Pasal 17, itu di situ
disebutkan “Presiden membentuk” di Ayat (4) “membentuk
Departemen dengan memperhatikan pertimbangan DPR”.
Kemudian, ini di atas itu hendaknya disadari untuk
menghindari salah tafsir karena ada menko dan menteri
negara non departemen, Apakah itu ada kaitannya ke sana?
Karena sistem di kita itu memang demikian yang sekarang
lazim berlaku. Ini perlu Klarifikasi.5°

F-UG melalui Harun Kamil menyampaikan pendapatnya
sebagai berikut.

..Tentu kami dapat menyetujui apa yang telah dihasilkan
oleh Panitia Ad Hoc III atau PAH III, cuma dengan catatan
bagaimana kita dapat bersama-sama merumuskan.... dan
Pasal 17 Ayat (4) tentang masalah dalam hal Presiden akan
membentuk kabinet atau pemerintahan, tentang struktur
dan bentuk Pemerintahannya.

Pada Rapat Lobi Komisi C ke-1, 18 Oktober 1999,
yang dipimpin oleh Zain Badjeber, Harjono dari F-PDIP
mengemukakan pendapatnya terkait dengan Pasal 17
khususnya tentang pertimbangan DPR dalam pembentukan
departemen.

...dan juga Pasal 17, di mana departemen-departemen itu
dibentuk dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat. Saya khawatir nanti jangan-jangan
Presiden yang kita pilih nanti dalam satu minggu ada
kepentingan untuk membentuk departemen, sedangkan
DPR belum siap, padahal banyak persoalan yang harus
diselesaikan. Sekarang saja sudah banyak menteri yang
demisioner, yang dirangkap-rangkap. Kalau nanti terulur-
ulur lagi, ada persoalan yang harus menunggu dan saya
kira itu persoalan-persoalan yang sangat urgent untuk
diselesaikan...®

Hatta Mustafa dari F-PG menyampaikan pendapatnya
terkait dengan persoalan di atas, sebagai berikut.
...mengenai pembentukan di Pasal 17, pembentukan

1330 Jpjd., him. 667.
331 Jbid., him. 672.
1332 pjd., him. 694.
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departemen dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
Ini bukan berarti bahwa Presiden yang terpilih itu tidak bisa
membentuk departemen sebelum mendapat persetujuan.
Ini latar belakangnya adalah seperti yang sudah terjadi.
Dalam perjalanannya departemen satu digabung dengan
yang lain. Sehingga atau dipisah, sehingga ini sebetulnya
kebutuhan pemerintah tapi seenaknya gitu. Ya sudah,
kalau Presiden tidak suka departemen ini, departemen
itu maka gabung saja. Ini latar belakang mulanya. Jadi,
bukannya dia kita bicarakan kalau tidak salah, Saudara
Ketua. Bahwa besar kecilnya departemen atau kementerian
yang akan dibentuk oleh Presiden tergantung kepada
penilaiannya terhadap haluan negara. Berapa departemen
yang dibutuhkan untuk melaksanakan haluan negara
yang akan diserahkan sesudah dia terpilih. Itu antara lain.
Nah, kalau ini misalnya akan menghambat, itu barangkali
kita bisa pertimbangkan apakah Pasal 17 Ayat (4) akan
dihapus...5

Sementara itu, Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP
menyampaikan pendapatnya sebagai berikut.

...Pada Pasal 17 khususnya Ayat (4), memang di sini
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan khususnya
dalam membentuk departemen. Kami melihatnya tidak
pada penetapan atau penentuan orangnya siapa yang
akan menjabat departemen itu, menteri itu, tapi pada
penetapan jenis atau ragam dari departemen atau mungkin
juga berkaitan dengan jumlah departemen. Jadi, sejauh
tidak pada orang, maka pertimbangan Dewan ini memang
selayaknya menjadi perhatian Presiden. Namun demikian,
kami tetap membuka diri bersedia untuk kita membahas
lebih dalam menyangkut Pasal 17 Ayat (4) ini.*

Terkait dengan adanya pertimbangan DPR ketika presiden
membentuk departemen, Patrialis Akbar dari F-Reformasi
berpendapat sebagai berikut.

...tentang Pasal 17, Presiden membentuk departemen
dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Kita juga
tidak tahu siapa Presidennya sekarang, tapi saya kira,
ini kan hanya merupakan pertimbangan saja. Jadi, tidak
merupakan bagian untuk mengambil keputusan. Jadi,
seyogyanya memang ke depan ini terhadap masalah-

1333 [pid., him. 696.
1334 Ibid., him. 698.
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masalah yang berkaitan dengan masyarakat banyak dan
kepentingan bangsa ini, seyogyanya memang DPR ini
memberikan pertimbangan-pertimbangan juga begitu. Jadi,
kami berpendapat Pasal 17 ini tetap seperti apa adanya
yang sudah kita rumuskan.53

Selanjutnya Asnawi Latief dari F-PDU menggangap
bahwa adanya pertimbangan DPR tersebut masih tetap relevan
dalam rumusan Pasal 17 Ayat (4), dengan pernyataan sebagai
berikut.

...Nah, yang tadi banyak dipersoalkan Pasal 17. Pasal 17
ini sebenarnya bertolak kita, maksudnya Ayat (4), agar
departemen kita itu departemen yang standar. Di Amerika,
itu sudah standar departemennya. Kita ini, juga ganti
orang ganti lagi departemennya. Itu juga membingungkan
pegawai-pegawai di departemen yang bersangkutan.
Seperti Departemen Koperasi, itu kalau kita jadi pegawai
di sana, kita jadi terombang-ambing Pak. Jadi, tergantung
selera. Disinilah letaknya pertimbangan-pertimbangan
itu diberikan oleh DPR. Kalau perlu kita susun standar
departemen itu. Jadi, tidak boleh tidak. Menurut saya itu,
masih tetap relevan. Di sini cuma pertimbangan kok bukan
persetujuan. Dipakai boleh, tidak juga tidak apa-apa.3

Hendi Tjaswadi dari F-PDU mengomentari Pasal 17 Ayat
(4) sebagai berikut.

...Kemudian Pasal 17 Ayat (4), sama juga dengan kalimat
tambahan yaitu yang menyangkut mengenai apa yang
pertimbangan DPR. Saya kira juga sama mengikat sekali
dan ini bukan menyangkut personilnya. Tetapi mengenai
jumlah dan jenis departemennya. Masalah kesulitan baru
dilantik, saya kira masalah teknis yang diatasi dengan
kesepakatanlah. Dan ini untuk menghindari jangan sampai
di tengah jalan suatu departemen dibubarkan, digabung
dan lain sebagainya. Ini menghindari jangan sampai ini
terjadi lagi lah.57

Kemudian, Tunggul Sirait dari F-PDKB, menyampaikan
usulan tentang Pasal 17 Ayat (4) sebagai berikut.

Kemudian mengenai Pasal 17, yaitu mengenai Butir 4 yang
baru ini :

3% Jpid., him. 701
3% Jbid., him. 704.
337 pid., him. 705.
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“Presiden membentuk departemen dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Ini mengenai pertimbangan ini, ada konsultasi. Tidak
bisanya konsultasi secara lisan, yang disebut pertimbangan
secara tertulis. Karena ini, DPR itu adalah lembaga tinggi
negara. Jadi, kalau ada dikatakan sudah konsultasi,
tidak bisa dikatakan konsultasi omong-omong begitu.
Harus ditulis itu sebetulnya, lalu jawabnya. Kalau hanya
pertimbangan, boleh diikuti boleh tidak diikuti, ini
menurut saya, wibawa daripada DPR itu akan turun.

Kalau disebut pertimbangan dari DPR, itu harus
diperhatikan dan harus ditampung. Oleh karena itu,
untuk apa? Mencegah hal-hal demikian maksudnya secara
menejemen sebetulnya adalah supaya efektif dan efisien.
Kami dari F-PDKB, mengusulkan bahwa Pasal 17 Ayat (4)
itu :

“Presiden membentuk departemen, berasaskan efektifitas
dan efisiensi”.3®

Sebagai pembicara terakhir, Harun Kamil dari F-

UG,

memberikan tanggapannya tentang rumusan Pasal 17 ayat (4)
sebagai berikut.

...Kemudian Pasal 17 Ayat (4), tentunya yang menjadi
pertimbangan adalah masalah teknis. Apakah dalam
waktu singkat dimungkinkan setelah Presiden terpilih
dan akan menyusun kabinetnya itu, bisa menyampaikan
strukturnya kepada DPR, dan DPR bisa sidang pleno atau
paripurna memberikan pertimbangan dan menyampaikan
kepada Presiden. Nah, ini yang pertimbangan masalah
teknis, waktunya bisa cepat apa tidak? kan begitu. Bahwa
esensinya supaya katakanlah Presiden jangan menyusun
departemen sesuai dengan seleranya, sehingga nanti ganti
Presiden ganti lagi, begitu. Ini barangkali menjadi bahan
pertimbangan.’s*

Sebelum Rapat Lobi Komisi C ke-1 ditutup, Zain Badjeber
selaku Ketua Rapat menegaskan kembali bunyi rumusan Pasal
17 yang sedang diperdebatkan, sebagai berikut.

...Pasal 17, yang ada persoalan Ayat (4)-nya saya kira.
Presiden membentuk departemen...

1338 Ibid., him.708.
3% Jpid., him. 709-710.
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Jadi, satu, dua itu ayat lama ya? Jadi, tidak perlu sebenarnya
tertulis. Presiden dibantu menteri negara. Menteri-menteri
itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, itu ayat
lama daripada Pasal 17, ada perubahan. P2B, dua itu
diperhentikan. Kan tadinya diberhentikan. Tapi segi bahasa
sama sebenarnya, cuma kalau dipakai diperhentikan,
akhirnya juga diberdayakan menjadi diperdayakan. Jadi, itu
masalahnya. Jadi, diganti diberhentikan. Jadi, dianggap juga
ada perubahan, apa kita setuju perubahan? Diperhentikan
menjadi diberhentikan? (Ketok 1 x)34

Ayat (3):

“Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan.”

Setuju? (Ketok 1 x)

Ayat (4):

“Presiden membentuk departemen dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Ini sebenarnya memang maksudnya ditengah jalan, jangan
sampai seperti ada seperti misalnya menteri khusus yang
untuk beberapa bulan saja. Khusus untuk pengangkatan
DPR baru. Jadi, bukan, sebenarnya pada awal di mana apa
namanya.... Apalagi dalam multi partai ini tentunya kita
harus akui akan terjadi power sharing yang mana tentu sulit
untuk dibahas di DPR mengenai departemen-departemen
dimaksud.3+

Terkait dengan bunyi Pasal 17 Ayat (4) yang dikemukakan
oleh Zain Badjeber, pembicara dari F-PG, Andi Matalatta
mengusulkan agar redaksional kata ‘membentuk’ diubah
menjadi ‘mengubah’ atau ‘menggabung’

Kalau demikian bagaimana kalau redaksinya, bukan
membentuk Pak? Mengubah atau menggabung? Kalau
memang semangatnya seperti itu, itu keluar, sekarang ya
tidak ada masalah.3+

Selain itu Patrialis Akbar dari F-Reformasi mengingatkan
agar beberapa hal yang terkait dengan ketentuan Pasal 17 Ayat
(4) khususnya kalimat ‘memperhatikan pertimbangan’ harus
di diskusikan lagi.

1340 Jpjd., him. 712.
341 Jbid., him. 713.
1342 |bjd.
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...saya pikir ini bisa kita lanjut. Karena ini beberapa hal
saja mengenai penafsiran mengenai “memperhatikan
pertimbangan” itu ada beberapa pasal. Jadi, lebih baik itu
kita diskusikanlah...5s
Selanjutnya, dalam Rapat Pleno Komisi C Ke-2 (Lanjutan
Ke-1), 18 Oktober 1999, dengan agenda pembahasan 10 poin/
pasal yang akan diubah termasuk didalamnya adalah Pasal
17, Slamet Effendy Yusuf selaku Wakil Ketua Komisi C yang
sekaligus pelapor hasil lobi, membacakan rancangan pasal
tersebut sebagai berikut.
...Kemudian Pasal 17 itu sebagai mana kita ketahui Ayat (1)
Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, itu adalah
ayat lama di dalam Pasal 17, karena itu tidak ada masalah.

Kemudian, Ayat (2)-nya itu ada perubahan, diperhentikan
menjadi diberhentikan, sehingga bunyinya:
"Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden”.

Kemudian Ayat (3) itu sudah disepakati, yaitu setiap
menteri-menteri membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan. Kemudian, Ayat (4) masih belum disepakati
rumusan maupun substansinya nanti akan dibicarakan
kembali.#

Setelah mendengar laporan hasil lobi tersebut, Ketua
Komisi C Zain Badjeber kemudian menskors jalannya rapat
agar masing-masing fraksi dapat mensosialisasikan hal-hal yang
tadinya belum dapat disepakati. Lima belas menit kemudian
rapat dilanjutkan, dengan pernyataan sebagai berikut. “Skors
kami cabut dan rapat Komisi C dianjutkan kembali kami
buka”34

Dalam sesi ini, Slamet Effendy Yusuf selaku Wakil Ketua
Komisi C, membacakan kembali rancangan Pasal 17 yang telah
disepakati di tingkat lobi sebagai berikut.

...Pasal 17 Ayat (1) tetap. Ayat (2), Menteri-menteri itu
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, Ayat (3),
Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam

1343 Ibid. him. 714.
344 Ibid., him. 716.
1345 Ipid., him. 717.
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Pemerintahan.34

Zain Badjeber selaku Ketua Komisi C kemudian
menanyakan kepada para anggota Komisi C tentang rancangan
yang dibacakan oleh Slamet Effendy Yusuf di atas, sebagai
berikut.

Dapat disetujui kedua ayat tersebut, 2 ayat, yaitu Ayat

(2) dan Ayat (3), yang dibacakan tadi dapat disetujui?
Setuju.

ketok 1 x"34

Pada Rapat Lobi Komisi C Ke-2, 18 Oktober 1999,
dengan agenda rapat Penetapan Bentuk Perubahan UUD 1945
sebagai Perubahan UUD 1945, Pembahasan tentang Pasal 17
masih menjadi perdebatan. Hal ini dikarenakan masih ada
beberapa butir yang belum disepakati dalam rumusan Pasal
17, khususnya Ayat (4). Mengenai hal ini Ketua Komisi C, Zain
Badjeber berpendapat sebagai berikut.

...Pasal 17 Ayat (1),

"Presiden membentuk departemen dengan memperhatikan
pertimbangan DPR”. Saya kira ini juga alasan kita semua
sudah tahu latar belakangnya tinggal apakah ini diperlukan
atau tidak, itu saja kan pilihan ; yaitu tidak ada rumusan
seperti tambahan ini, atau ada rumusan ayat tambahan
ini pada Pasal 17. Apa masih mungkin kita maju untuk
bisa menerima rumusan ini atau kira-kira sudah tidak
mungkin?548

Patrialis Akbar dari F-Reformasi menekankan pentingnya
untuk mempertahankan rumusan ‘memperhatikan pertimbangan
DPR’ dalam pasal yang dimaksud jika dikaitkan dengan
penentuan jumlah kabinet. Berikut pendapatnya.

Saya kira ini Pak, sangat penting untuk pembuatan
penentuan jumlah kabinet, menteri-menteri departemen-
departemen ini, saya kira ini sangat dibutuhkan untuk
Presiden ke depan, mengingat banyak hal-hal yang
memang di samping efisiensi ada juga hal-hal yang mesti
dikembangkan. Jadi, kalau menurut kami memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat ini untuk 